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ANALISAKEBIJAKANTAXAMNESTYMENURUTPERSPEKTIFEKONOMI
ISLAM

(PADAKANTORPELAYANANPAJAKPRATAMASIDOARJOBARAT)

Oleh:

SHAVIRANOOR

ABSTARK

Penelitian inibertujuan untukmelakukan analisaterkaitpenerapan
kebijakantaxamnestypadaKantorPelayananPajakPratamaSidoarjo
BaratmenurutperspektifekonomiIslam.Jenispenelitianyangdigunakan
adalahpenelitiankualitatif.

Dalam penelitianinipenelitimenggunakanFieldResearch(penelitian
lapangan)danLibraryResearch(penelitiankepustakaan).Lokasiyang
menjaditempatpenelitian adalah KantorPelayanan Pajak Pratama
Sidoarjo Barat.Metode pengumpulan datanya adalah telaah literatur
(LibraryResearch),wawancara(interview)dandokumentasi.

Hasilpenelitian iniadalah penerapan kebijakan taxamnestypada
KantorPelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Baratbelum menunjukkan
kesamaanjumlahpendapatanpajakantarayangditargetkandenganyang
terealisasi.Halinitergambardarijumlahyangditunjukkanpadalaporan
penerimaan pajakperiodeyang berlangsung daritanggal1 Juli2016
hingga 31 Maret2017.Keadaan tersebutbila dikajidalam 2 (dua)
perspektifyaitumenurutperspektifkonvensional,denganadanyaselisih
kurangpadajumlahpenerimaanpajakmakadiperlukandanatambahan
sebagaikontribusipendapatannegara.Halinisesuaidengankondisiyang
diterapkan menurutperspektif islam,dimana dana tambahan pada
pendapatan negara diperlukan jika dana daribaitulmaalitu kurang.
Sehinggadengankondisisepertiinitaxamnestydaripandanganhukum
dasarbermuamalahadalahmubah(boleh)jikaditerapkan.

KataKunci:Kebijakan,TaxAmnesty,EkonomiIslam
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ANALYSISOFTHEPOLICYTAXAMNESTYINISLAMICECONOMICS
PERSPECTIVE

(ATPRATAMATAXOFFICEWESTSIDOARJO)

By:

SHAVIRANOOR

ABSTRACT

Thisstudyaimstoconductananalysisrelatedtotheapplicationofthe

tax amnestypolicyatthe WestSidoarjo PrimaryTax Service Office

accordingtoanIslamiceconomicperspective.Thetypeofresearchused

isqualitativeresearch.

TheresearchinthisstudyusesFieldResearch(ResearchField)and

LibraryResearch.ThelocationofthestudyistheWestSidoarjoPratama

Tax Office.Data collection methods are literature review,interviews

(interviews)anddocumentation.

Theresultsofthisstudyaretheapplicationofthetaxamnestypolicy

attheWestSidoarjoPratamaTaxOfficenotyetdeterminingtheamount

oftaxmoneybetweenthesponsoredandtherealized.Thisisillustrated

from theamountissuedinthetaxrevenuereportperiodissuedfrom July

1,2016 to March 31,2017.This situation is reviewed in 2 (two)

perspectivesthatrefertotheconventionalperspective,withadifferencein

differenceliesintheamountoftaxrevenueneededbyfundsadditional

countries.Thisisinaccordancewiththerequirementsappliedaccording

totheIslamicperspective,whereadditionalfundingtostatefundsis

neededifthefundsfrom theBaitulMaalarelacking.Itispossiblethat

with this condition,the tax amnesty from the basic legalview of

muamalahlawismubah(permissible)ifapplied.

Keywords:Policy,TaxAmnesty,IslamicEconomy



BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakang

“Kebijakan fiskaladalah kebijakan pemerintah dalam mengelola
keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang
perekonomiannasional:produksi,konsumsi,investasi,kesempatankerja,
dankestabilanharga.Artinyakeuangannegaratidakhanyapentinguntuk
membiayaitugasrutinpemerintahsaja,tetapijugasebagai“sarana”untuk
mewujudkansasaranpembangunan:pertumbuhanekonomi,kestabilan
danpemerataanpendapatan(Gilarso,2004:148)”.

“Jikapengeluaranpemerintahlebihbesardaripenerimaanpajakpada
periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah
mengalamidefisitanggaran.Sebaliknyajikapenerimaanpajaklebihtinggi
dibandingpengeluaranpemerintah,makapemerintahmengalamisurplus
anggaran.Pemerintah membiayaidefisitanggaran dengan meminjam,
sedangkan ketika terjadisurplus anggaran,beban hutang pemerintah
relatiflebihringan(Miskhin,20018:15-16)”.

Halinimendorongpemerintahterusberupayamenggenjotpenerimaan

negara disektorpajak ,sehingga pemerintah melakukan terobosan

dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan

pengampunan pajak atau tax amnestysebagaiupaya untuk menarik

penerimaannegaramelaluipajakkekayaanyangadadiluarnegeridengan

pedoman UU Pengampunan Nasional yang diharapkan akan

mempengaruhiperekonomianIndonesiamenjadilebihbaik.Kebijakanini

telahsahsetelahditetapkannyaUndang-UndangNomor11Tahun2016

tentang Pengampunan Pajak pada tanggal1 Juli2016.Sebelumnya

kebijakan taxamnestyjuga pernah diberlakukan diIndonesia dengan

KeppresNo.26Tahun1984yangkemudiandiubahmenjadiKeppresNo.72

Tahun1984.
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Pengampunanpajakdilatarbelakangiolehbanyaknyawajibpajakyang

tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh

peraturanperpajakanUUnomor11tahun2016.Wajibpajakialahorang

pribadiatau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undanganperpajakannomor16tahun2009ditentukanuntukmelakukan

kewajibanperpajakantermasukpemungutanpajakataupemotongpajak,

pembayarpajak.Darisisisesamawajibpajakkeadaaninimenimbulkan

kecemburuandanketidakadilandiantarasesamapembayarpajak,karena

wajibpajakyanglainyangjumlahpenghasilanataukekayaanrelatifsama.

Terjadipula seseorang membayarpajak sementara orang lain yang

mempunyaipenghasilanyangsama,bahkantidakmembayar.

“Meskipunpengampunanpajakbukanmerupakansatu-satunyasolusi
untuk mengatasi kesulitan anggaran,tetapi apabila pengampunan
dirancangsecaramatangdandilaksanakandengankonsistensertadiikuti
puladenganlaw enforcmentyangtegasmakadalam jangkapanjang
pengampunanpajakakanbermanfaatdalam meningkatkaninvestasi.Sisi
positifdariprogram pengampunanpajakadalahpeningkatanpenerimaan
negaradarisektorpajaktanpamenimbulkanbebanbarubagimasyarakat,
karenapengampunanpajakpadadasarnyamengambilhaknegarayang
belum atau tidakdibayardengan cara wajib pajakmembayarsesuai
dengan kewajibannya tanpa dikenakan sanksiapapun.Dalam pajak
dikenalprinsipbahwanegaraberhakmenerimasejumlahuang,tidaklebih
dantidakkurang,demikianpulawajibpajakwajibmembayarsejumlah
tertentu(Ibid,h33)”.

Jikadalam pandanganIslam,adabeberapapemikiranyangdibangun

olehparafuqahatentangpajak.Diantaranyaadalahsebagaiberikut:

a.(Yusuf Qardhawi, 1999:998) dalam kitabnya, Fiqh Az-Zakah
berpendapat.“Pajakadalahkewajibanyangditetapkanterhadap
wajibpajak,yangharusdisetorkankepadanegarasesuaidengan
ketentuan,tanpa mendapatprestasikembalidarinegara,dan
hasilnyauntukmembiayaipengeluaran-pengeluaranumum disatu
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pihakdanuntukmerealisasisebagiantujuanekonomi,sosial,politik
dantujuan-tujuanlainyangingindicapaiolehnegara”.

b.GaziInayahdalam kitabnyaAl-Iqtishadal-IslamiAz-Zakahwaad-
Dharibahberpendapat.“Pajakadalahkewajibanuntukmembayar
tunaiyang ditentukan oleh pemerintah atau pejabatberwenang
yangbersifatmengikattanpaadanyaimbalantertentu.Ketentuan
pemerintahinisesuaidengankemampuansipemilikhartayang
dialokasikanuntukmencukupikebutuhanpangansecaraumum
danuntukmemenuhituntutanpolitikkeuanganbagipemerintah”.

Daridefinisidiatasjikadilihatdarisisiobjeknya,objekpajakadalah

harta,samadenganobjekzakat.Olehsebabitu,(Gusfahmi,2007:32-33),

“pajakadalahpajaktambahansesudahzakat”.

“Disisilain,Islam jugamempunyaikonsepamnesty.Dalam sejarah,

konsepamnestyinitelahdicontohkanRasulullahdimasaperangBadar.

Ketikakaum kafirQuraish kalah dan menjaditawanan kaum muslim,

diterapkanlahghanimahatasmereka(NuruldanHuda,2011:43)”.

“Namun,bagimerekayangtidakmampumembayarnya,diwajibkan

untukmengajarmasing-masing10orangmuslim (Karim,2014:41)”.

Konseptersebutlahyangkemudianbersinambungansatusamalain

sehinggamelahirkaanteoriamnestydalam Islam.Begitujugadengan

kajianfiqihyangmemilikikonsepamnestydenganistilahkafarat,fidyah,

dandam.

Dengan begitu,penelitimerasa perlu untuk mengkajilebih lanjut

penelitanyangtelahdilakukanolehpenelitisebelumnya,namunmemiliki

fokusyangberbeda.

Daribeberapapenelitianterdahulu,dapatdikemukakandiantaranya
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yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulina Ulfanur (2017) yang

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan implementasikebijakan tax

amnestyKPPPratamaLangsamemilikibeberapaprosedurdanbeberapa

kendala,kebijakan taxamnestyjuga berdampakdalam meningkatkan

penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia serta kebijakan tax

amnesty sesuaidengan perspektifekonomiislam dibolehkan karena

sesuaidenganprinsip-prinsipekonomiislam.

Penelitian kedua dilakukan oleh NorsulfianiSupriadi(2017)yang

menjelaskanbahwakebijakantaxamnestytidakmemberikandampak

terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan

danpersentasepenambahanwajibpajakmeningkatdenganjumlahyang

kecildibandingkanjumlahpendudukIndonesiayangbekerja,selainitu

kebijakantaxamnestymemberikandampakpositifterhadapkepatuhan

penyetoran pajak atas SPT Tahunan sehingga dapatmeningkatkan

pendapatanperpajakannasional.

PenelitianketigadilakukanolehEkaNurBaiti(2018)yangmenjelaskan

bahwamenurutperspektifhukum islam mengenaiperaturantaxamnesty

yangadadalam UUNo.11Tahun2016dengandiadakannyaTaxAmnesty

pemerintahakanmemperolehpemasukandaripembayaranuangtebusan

yang dibayarkan oleh parapesertaTaxAmnesty.Uang tebusan yang

diperoleh akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan serta

kesejahteraanmasyarakat.
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Penelitian keempat dilakukan oleh Miming Lestari(2015) yang

menjelaskanbahwakonseppajakdalam Islam sudahadapadamasa

Rasulullahdanparasahabatyaitudinamakankharajdanjizyah,tetapi

hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggaldiwilayah

muslim sedangkanpadasaatsekarang pajakjugadiwajibkankepada

kaum muslim yang hanya boleh dipungutuntuk pembiayaan yang

merupakan kewajiban bagikaum muslim dan sebatas jumlah yang

diperlukan serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem

perpajakan.

Berdasarkanlatarbelakangdiatastersebutmakapenelititertarikuntuk

mengangkatpenelitiantentang“AnalisaKebijakanTaxAmnestyMenurut

PerspektifEkonomiIslam“.

1.2RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penelitimerumusakan

masalahsebagaiberikut:

BagaimanapenerapankebijakantaxamnestypadaKantorPelayanan

PajakPratamaSidoarjoBaratmenurutperspektifekonomiIslam ?

1.3Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini

dilaksanakandengantujuanuntuk:

Untukmelakukan analisa terkaitpenerapan kebijakan taxamnesty
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menurutperspektifekonomiIslam.

1.4ManfaatPenelitian

1. Praktis

a.Sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun

pertimbangankepadaPemerintahjikaakanditerapkannya

lagipengampunanpajak(taxamnesty)diIndonesia.

b.Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Kantor

PelayananPajakyangterkaitdengantaxamnesty.

c.Sebagai informasi masyarakat umum terkait dengan

kebijakantaxamnesty.

2. Teoritis

a.Sebagaipenguatteoriperpajakanyangterkaitdengantax

amnesty.

b.Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya,

dengan penelitian yang sama dan menambah informasi

dalam konsep materi yang menjadikan tambahan

pengembangannya.

1.5SistematikaPenelitian

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang

sistematika pembahasan ini,maka akan diuraikan urutannya sebagai
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berikut:

BABI :PENDAHULUAN

Bab initerdiridariLatarBelakang Penelitian,Rumusan

MasalahPenelitian,TujuanPenelitian,ManfaatPenelitian,

SistematikaPenulisan.

BABII :TINJAUANPUSTAKA

BabiniterdiridariPenelitianTerdahulu,LandasanTeori,

Kerangka Konseptual,Research Question Dan Model

Analisis,DesainStudiPenelitian.

BABIII:METODEPENELITIAN

BabiniterdiridariKerangkaProsesBerfikir,Pendekatan

Penelitian,JenisdanSumberData,BatasandanAsumsi

Penelitian,TeknikPengumpulanData,TeknikAnalisisData.

BABIV :HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

Bab initerdiridarisemua pembahasan yang berkaitan

denganrumusanmasalahyangmeliputi:ObyekPenelitian,

HasilPenelitian,AnalisishasilPenelitian,PengujianData

danPembahasan.

BABV:SIMPULANDANSARAN

BabiniberisipenjelasanmengenaiKesimpulandanSaran

yangdiambildariHasilPembahasanpeneliti.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1PenelitianTerdahulu

Adabeberapapenelitiantentangtaxamnestyyangsudahdilakukandi

Indonesia.Diantaranyaadalahsebagaiberikut:

1.Maulina Ulfanur(2017)dalam Al-MuamalatJurnalHukum

EkonomiSyariah.VolII,No 02,Universitas Islam Negeri

SumatraUtara,Medan,yangberjudul“AnalisisKebijakanTax

AmnestyDalam PerspektifEkonomiIslam”.Hasilpenelitianini

adalah dalam melaksanakan implementasi kebijakan tax

amnesty,KPPPratamaLangsamemilikibeberapaprosedurdan

KPPPratamaLangsamemilikibeberapakendala,kebijakantax

amnestyberdampakdalam meningkatkanpenerimaanpajak

dan perekonomian Indonesia,serta kebijakan tax amnesty

sesuaidenganperspektifislam karenasesuaidenganprinsip-

prinsipekonomiislam antaralain,hukum dasarbermuamalah

adalahmubah(boleh),memperingandanmempermudahbukan

memperberatdanmempersulit.

2.NorsulfianiSupriadi(2017)dalam SkripsiUniversitas Islam

NegeriAlauddin,Makassar,yang berjudul“Kebijakan tax

amnestyDalam MeningkatkanKepatuhanWajibPajakDitinjau

Dari Aspek Maqashid Al-Syari’ah”. Hasil penelitian ini
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didapatkanbahwakebijakantaxamnestytidakmemberikan

dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan

rendahnyapemanfaatankebijakantaxamnestydanpersentase

penambahanwajibpajakmeningkatdenganjumlahyangkecil

dibandingkanjumlahpendudukIndonesiayangbekerja.Selain

dariitu,kebijakan taxamnestymemberikan dampakpositif

terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan

berdasarkanmeningkatnyajumlahwajibpajakyangmelakukan

penyetoran SPT Tahunan.Selanjutnya dapatdilihatbahwa

kebijakantaxamnestytelahmemenuhiapayangdikehendaki

maqashid alsyari’ah berdasarkan kepada banyaknya

kemashlahatan yang diperoleh darikebijakan tax amnesty

bukanhanyauntukpemerintahmelainkanjugabagimasyarakat.

Taxamnestypadasituasisekarangini,untuktetapmenjaga

dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang

telahdiagendakanolehpemerintahataukemashlahatanumum

dapatdigolongkan sebagaisuatu kebutuhan hajiyyatbagi

peningkatanpendapatanperpajakannasional.

3.EkaNurBaiti(2018)dalam SkripsiInstitutAgamaIslam Negeri

Purwokerto,yang berjudul“Tax Amnesty Dalam uu No.11

Tahun2016PerspektifHukum Islam (Pasal4,Pasal5,dan

Pasal20)”.Hasilpenelitiannyaadalahdarianalisisperspektif

hukum Islam dalam beberapapasalyangdilakukanolehpenulis
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(pasal4,pasal5,pasal11,danpasal20)diperolehhasilbahwa

secarakeseluruhanperaturanmengenaiTaxAmnestyyangada

dalam UU No.11Tahun2016TentangPengampunanPajak

dibentuksebesar-besaruntukkemaslahatanrakyat.Peraturan

ini disusun sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk

menegakkan keadilan.Dengan diadakannya Tax Amnesty

pemerintah akan memperoleh pemasukan daripembayaran

UangTebusanyangdibayarkanolehparapesertaTaxAmnesty.

UangTebusanyangdiperolehakandigunakanolehpemerintah

untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh

karenaitupelaksanaanTaxAmnestydalam UUNo.11Tahun

2016telahsesuaidenganhukum Islam.

4.MimingLestari(2015)dalam skripsiUniversitasIslam Negeri

Alauddin Makassar,yang berjudul “Konsep Pajak dalam

PerspektifEkonomiIslam”.Hasilpenelitiannyaadalahkonsep

pajakdalam Islam memangsudahadapadamasaRasuullah

danparasahabatyaitudinamakankharajdanjizyah,akantetapi

hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggaldi

wilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga

diwajibkankepadakaum muslim sertauntukpenerapannilai-

nilaiIslam dalam sistem perpajakan (dharibah)sepertinilai

ketuhanan (tauhid),keadilan dan sosialbelum sepenuhnya

diterapkan.Pajakhanyabolehdipungutuntukpembiayaanyang
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merupakankewajibanbagikaum muslim dansebatasjumlah

yangdiperlukanuntukpembiayaanwajibtersebut,tidakboleh

lebih.

Darideskripsipenjelasandiatasdapatdisimpulkasnpersamaan

danperbedaansepertiyangtampilpadatabel2.1.

Tabel2.1
PenelitianTerdahuludanPerbandingandenganPenelitianPenulis

No Nama
Peneliti

Judul
Penelitian

HasilPenelitian Persamaan Perbedaan

1 Maulina
Ulfanur

(2017)

Analisis
kebijakan
tax
amnesty
dalam
perspektif
ekonomi
islam

Dalam melaksanakan
implementasikebijakantax
amnesty,KPPPratama
Langsamemilikibeberapa
prosedurdanKPPPratama
Langsamemilikibeberapa
kendala,kebijakantax
amnestyberdampakdalam
meningkatkanpenerimaan
pajakdanperekonomian
Indonesiasertakebijakan
taxamnestysesuaidengan
perspektifekonomiislam
karenasesuaidengan
prinsip-prinsipekonomi
islam antaralain:hukum
dasarbermuamalahadalah
mubah(boleh),
memperingandan
mempermudahbukan
memperberatdan
mempersulitdan
kemaslahatanumat.

Menganalisis
kebijakantax
amnesty
menurut
perspektif
ekonomi
Islam,

Penelitian
kualitatif,

Metode
pengumpula
ndataadalah
dokumentasi
dan
wawancara.

Penelitian
sebelumnya
berfokus
kepada
pelaksanaan
dandampak
kebijakantax
amnestydi
Indonesia,
sedangkan
penelitian
penulis
berfokus
kepada
penerapan
kebijakantax
amnesty
padaKantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
menurut
perspektif
ekonomi
Islam.

2 Norsulfia
ni
Supriadi
(2017)

Kebijakan
tax
amnesty
dalam
meningkatk

kebijakantaxamnestytidak
memberikandampak
terhadapkepatuhan
pendaftaranberdasarkan
rendahnyapemanfaatan

Penelitian
kualitatif,

Membahas
tentang
kebijakantax

Penelitian
sebelumnya
fokuskepada
kebijakantax
amnesty
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an
kepatuhan
wajibpajak
ditinjaudari
aspek
maqashid
al-syari’ah

kebijakantaxamnestydan
persentasepenambahan
wajibpajakmeningkat
denganjumlahyangkecil
dibandingkanjumlah
pendudukIndonesiayang
bekerja.Selaindariitu,
kebijakantaxamnesty
memberikandampak
positifterhadapkepatuhan
penyetoranpajakatasSPT
Tahunanberdasarkan
meningkatnyajumlahwajib
pajakyangmelakukan
penyetoranSPTTahunan.
Selanjutnyadapatdilihat
bahwakebijakantax
amnestytelahmemenuhi
apayangdikehendaki
maqashidalsyari’ah
berdasarkankepada
banyaknyakemashlahatan
yangdiperolehdari
kebijakantaxamnesty
bukanhanyauntuk
pemerintahmelainkanjuga
bagimasyarakat.Tax
amnestypadasituasi
sekarangini,untuktetap
menjagadan
menyeimbangkansemua
program pembangunan
yangtelahdiagendakan
olehpemerintahatau
kemashlahatanumum
dapatdigolongkansebagai
suatukebutuhanhajiyyat
bagipeningkatan
pendapatanperpajakan
nasional.

amnesty dalam
meningkatka
nkepatuhan
wajibpajak
padahukum
islam,
sedangkan
penelitian
penulisfokus
kepada
kebijakantax
amnesty
menurut
ekonomi
Islam.

3 EkaNur
Baiti
(2018)

Tax
amnesty
dalam uu
no.11tahun
2016
perspektif
hukum
islam
(pasal4,
pasal5,
danpasal

Darianalisisperspektif
hukum Islam dalam
beberapapasalyang
dilakukanolehpenulis
(pasal4,pasal5,pasal11,
danpasal20)diperoleh
hasilbahwasecara
keseluruhanperaturan
mengenaiTaxAmnesty
yangadadalam UUNo.11
Tahun2016Tentang

Penelitian
kualitatif,
membahas
tentang
kebijakantax
amnesty

Penelitian
sebelumnya
fokus
tentang
kebijakantax
amnesty
perspektif
hukum islam
sedangkan
penelitian
penulis
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20) PengampunanPajak
dibentuksebesar-besar
untukkemaslahatanrakyat.
Peraturaninidisusun
sesuaidenganprinsip
hukum Islam untuk
menegakkankeadilan.
DengandiadakannyaTax
Amnestypemerintahakan
memperolehpemasukan
daripembayaranuang
tebusanyangdibayarkan
olehparapesertaTax
Amnesty.Uangtebusan
yangdiperolehakan
digunakanolehpemerintah
untukkepentinganserta
kesejahteraanmasyarakat.
Olehkarenaitu
pelaksanaanTaxAmnesty
dalam UUNo.11Tahun
2016telahsesuaidengan
hukum Islam.

berfokus
kepada
kebijakantax
amnesty
menurut
ekonomi
Islam.

4 Miming
Lestari
(2015)

Konsep
Pajak
dalam
Perspektif
Ekonomi
Islam

konseppajakdalam Islam
memangsudahadapada
masaRasulullahdanpara
sahabatyaitudinamakan
kharajdanjizyah,akan
tetapihanyadiwajibkan
kepadakaum non-muslim
yangtinggaldiwilayah
muslim sedangpadasaat
sekarangpajakjuga
diwajibkankepadakaum
muslim sertauntuk
penerapannilai-nilaiIslam
dalam sistem perpajakan
(dharibah)sepertinilai
ketuhanan(tauhid),
keadilandansosialbelum
sepenuhnyaditerapkan.
Pajakhanyabolehdipungut
untukpembiayaanyang
merupakankewajibanbagi
kaum muslim dansebatas
jumlahyangdiperlukan
untukpembiayaanwajib
tersebut,tidakbolehlebih.

Metodeyang
digunakan
kualitatif

Penelitian
sebelumnya
tentang
konseppajak
dalam islam,
sedangkan
penelitian
penulis
tentang
kebijakantax
amnesty
menurut
ekonomi
Islam.

Sumber:Datadiolahpeneliti
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2.2LandasanTeori

2.2.1KebijakanFiskal

2.2.1.1 PengertianKebijakanFiskal

“Salahsatuaspekpentingdalam mengelolaekonomisebuahnegara
adalahmengimplementasikankebijakanfiskal.Secaraetimologikebijakan
fiskalberasaldariduakata,yaitu kebijakandanfiskal.Menurutseorang
ahli,JamesE.Andersonmerumuskankebijakanadalahsebagaiperilaku
darisejumlah aktor (pejabat,kelompok,instansipemerintah) atau
serangkaianaktordalam suatubidangkegiatantertentu(Wahab,2005:2)”.

“Fiskalberhubungandenganfinansialpemerintahan.Olehkarenaitu
kebijakan fiskaladalah suatu kebijakan yang paling penting dalam
manajemenpermintaan(demandmanagement)yangdapatmemberikan
pengaruh terhadap kinerja perekonomian,melaluimekanisme kontrol
terhadapsumber-sumberpenerimaandanjugamenetapkanprioritaspada
aspek belanja negara.Kebijakan fiskalbertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan seluruh rakyat, yang mana dalam ilmu ekonomi
didefinisikan sebagaioptimalisasibagikepentingan individu dalam
kehidupan bernegara. Fiskaldimaksudkan agar terciptanya alokasi
sumberdaya yang lebih efektif,efisien,stabildalam pertumbuhan
ekonomi,sertadistribusikesejahteraansecaralebihmerata.Tahapan-
tahapandalam kebijakanfiskaldianggaplebihefektifuntukmenetralisir
gejolak masalah dalam perekonomian seperti misalnya inflasi,
pengangguran,kemiskinandibandingkankebijakanmakrolainnyaseperti
pengendalianmoneter(Fathurrahman,2012:72-82)”.

“Sebenarnya kebijakan fiskaltelah ada sejak lama,mulaidari
dikenalkannyadalam teoriekonomiislam yaitusejakzamanRasulullah
danKhulafaur Rasyidin,dankemudiandikembangkanolehparaulama.
IbnuKhaldunmengajukanobatuntukresesiberupamengecilkanpajak
dan meningkatkan pengeluaran pemerintah,pemerintah adalah pasar
terbesar,ibu darisemua pasar,dalam halbesarnya pendapatan dan
penerimaannya.Jikapasarpemerintahmengalamipenurunan,wajarbila
pasar yang lain pun akan ikut menurun,bahkan dalam agregat
(keseluruhan)yang lebih besar.Laffer,penasihatekonomiPresiden
RonaldReagan,yangmenemukanteoriLaffer'sCurve,berterusterang
bahwa ia mengambilide Ibnu Khaldun.Selain itu,Abu Yusufadalah
ekonom pertamayangmenulissecarakhusustentangkebijakanekonomi
dalam kitabnya,al-Kharaj,yang menjelaskantanggung jawab ekonomi
pemerintah untuk memenuhikebutuhan rakyatnya.Abu Yusufsangat
menentangadanyapajakatastanahpertaniandanmenyarankandiganti
denganzakatpertanianyangdikaitkandenganjumlahhasilpanennya.Abu
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Yusufmembuatrincianbagaimanamembiayaipembangunanjembatan,
bendungan,danirigasi(Karim,2001:25)”.

2.2.1.2 TujuanKebijakanFiskal

“Tujuandarikebijakanfiskaldalam islam adalahuntukmenciptakan
stabilitas ekonomi,tingkat pertumbuhan ekonomiyang tinggidan
pemerataanpendapatan,ditambahdengantujuanlainyangterkandung
dalam aturanIslam yaituIslam menetapkanpadatempatyangtinggiakan
terwujudnyapersamaandandemokrasisesuaidenganQS.59:7,ekonomi
Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi
masyarakatyangterbelakangdanuntukmemajukansertamenyebarkan
ajaran Islam seluasmungkin.MenurutMajid,dalam mencapaitujuan
pembangunanekonomiadabeberapainstrumenyangdigunakan,yaitu
penggunaankebijakanfiskaldalam menciptakankesempatankerja,yang
apabila investasitidakdigunakan untukmenutupikesenjangan antara
pendapatan nasionaldengan pengeluaran konsumsiagregat,maka
harapanyangtinggiterhadaptingkatkeuntungandapatdicukupidengan
mengajakparapengusahauntukikutmembukainvestasibaruyangakan
menyerapbanyaktenagakerja.Halyangharusdilakukanolehpemerintah
adalah menarik beban atas harta yang menganggur,sehingga akan
mendorongmasyarakatuntukmenginvestasikandananyalewattabungan
ataudepositodengantanpamenggunakantingkatbungatetapimelalui
bagihasil,semuainiakan menarikperhatian parapengusahakarena
dalam berusahatidakakanterbebaniolehbebanbungayangtinggi(Ibid,
h.191)”.

“Tujuankebijakanfiskaldalam islam terdiridariprinsipprinsipekonomi
islam.SepertiKhurshidAhmadyangmenggolongkanprinsip– prinsip
ekonomiislam pada:prinsiptauhid,rub-biyyah,khilafah,dantazkiyah.
MahmudMuhammadBablilyjugamenetapkanlimaprinsipyangberkaitan
dengankegiatanekonomidalam Islam,yaitu:al-ukhuwwa(persaudaraan),
al-ihsan(berbuatbaik),al-nasihah(memberinasihat),al-istiqamah(teguh
pendirian),danal-taqwa(bersikaptakwa).M.RaihanSharifdalam Islamic
SocialFramework,struktursistem ekonomiIslam didasarkanpadaempat
kaidahstruktural,yaitu:(1)trusteeshipofman(perwalianmanusia);(2)co-
operation(kerjasama);(3)limiteprivateproperty(pemilikanpribadiyang
terbatas);dan(4)stateenterprise(perusahaannegara)(Kara,2005:37-
38)”.

“Dengankebijakanfiskal,pemikiranIslam menurutAn-Nabahanyaitu
pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan
memberikanpelayananyangterbaikkepadasemuarakyatnya.Pemerintah
mempunyaisegudangkewajibanyangharusdipikuldemimewujudkan
kesejahteraanmasyarakat,salahsatunyayaitutanggung-jawabterhadap
perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam
perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak
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perekonomian,misalnya mengawasipraktek produksidan jualbeli,
melarangpraktekyangtidakbenarataudiharamkan,danmematokharga
kalaumemangdibutuhkan(Huda,2008:190)”.

2.2.1TeoriPajak

2.2.2.1 PajakSecaraUmum

1.PengertianPajak

“PajakadalahiuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkanUndang-
Undang (yang dapatdipaksakan)dengan tidakmendapatjasa timbal
(kontraprestasi)yanglangsungdapatditunjukkandanyangdigunakan
untukmembayarpengeluaranumum (Mardiasmo,2016:3)”.

“Pajakmerupakansuatuperalihandilapanganhartakekayaanyang
berasaldarirakyatkepadapemerintahdenganberdasarkanketentuan
perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagipembiayaan
penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapaimaksud dan
tujuanyangdicita-citakandalam pembukaanUndang-UndangDasar1945,
masyarakatadildanmakmursecaramerata”(Surono,2013:65).

MenurutMardiaosmo (2006:1),pajakmemilikiunsur-unsursebagai
berikut:

a.Iurandarirakyatkepadanegarayangberhakmemungut
pajakhanyalahnegara,iurantersebutberupauang(bukan
barang).

b.Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut dengan
kekuatanUndang-Undangsertaaturanpelaksanaannya.

c.Tanpajasatimbalataukontraprestasidarinegarayang
secaralangsungdapatditunjuk.Dalam pembayarantidak
dapatditunjukkanadanyakontraprestasiindividualoleh
kontraprestasipemerintah.

d.Digunakanuntukmembiayairumahtangganegara,yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi
masyarakatluas.

MenurutUndang-UndangNo28Tahun2007tentangPerubahanKetiga
atasUndang-UndangNo6Tahun1983tentangKetentuanUmum danTata
Cara Perpajakan (KUP)bahwa:“Pajak adalah kontribusiwajib pajak
kepadanegarayangterutangolehorangpribadiataubadanyangbersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalansecaralangsung dandigunakanuntukkeperluannegarabagi
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sebesar-besarnyakemakmuranrakyat”.

2.Macam-Macam Pajak

a.Menurutgolongannya

Pajaklangsungadalahpajakyangharusdipikulsendirioleh

wajib pajak dan tidak dapatdibebankan atau dilipmahkan

kepadaoranglain,contohnya:pajakpenghasilan.Pajaktidak

langsung adalah pajakyang padaakhirnyadapatdibebanan

ataudilimpahkanpadaoranglain,contohnya:pajakpetambahan

nilai.

b.Menurutsifatnya

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau

berdasarkanpadasubjeknya,sepertimemperhatikankeadaan

diriwajibpajak,contohnya:pajakpenghasilan.Pajakobjektif

adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diriwajib pajak,contohnya:pajak

pertambahannilaidanpajakpenjualanatasbarangmewah.

c.Menurutlembagapemungutan

Pajakpusatadalahpajakyangdiungutolehpemerintahpusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,
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contohnya:pajakpenghasilan,pajakpertambahannilai,pajak

ataspenjualanbarangmewah,pajakbumidanbangunan.Pajak

daerahadalahpajakyangdipungutolehpemerintahdaerahdan

digunakanuntukmembiayairumahtanggadaerah,pajakdaerah

terdiri dari 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota.Pajak provinsicontohnya pajak kendaraan

bermotordan bahan bakarkendaraan bermotor.Sedangkan

pajak kabupaten/kotacontohnya pajak hotel,pajak restoran,

pajakhiburan

3.FungsiPajak

a.Fungsibudgeter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayaipengeluaran-pengelurannya.

b.Pajakmengatur(regulerent)

Pajak sebagaialatuntuk mengaturatau melaksanakan

kebijaksanaanpemerintahdalam bidangsosialdanekonomi,

contohnya:pajak yang tinggidikenakan terhadap minuman

keras untuk mengurangiminuman keras dan barang-barang

mewah untukmengurangigaya hidup konsumtif,tarifpajak

untuk eksporsebesar0% untuk mendorong eksporprduk

Indonesiadipasarandunia.
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4.Sistem PemungutanPajak

a.Official Assesment System adalah suatu sistem

pemungutanyangmemberiwewenangkepadapemerintah

(fiskus)untukmenentukan besarnyapajakyang terutang

olehwajibpajak.Ciri-cirinya:

1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutangadapadafiskus.

2)Wajibpajakbersifatpasif.

3)Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketepatanpajakolehfiskus.

b.SelfAssesmentSystem adalah suatu sistem pemungutan

pajakyag memberiwewenang kepadawajib pajakuntuk

menentukansendiribesarnyapajakterutang.Ciri-cirinya:

1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutangadapadawajibpajaksendiri.

2)Wajibpajakaktif,mulaidarimenghitung,menyetor

danmelaporkansendiripajakyangterutang.

3)Fiskustidakikutcampurdanhanyamengawasi.

c.WithholdingSystem adalahsuatusistem pemungutanpajak

yangmemberiwewenangkepadapihakketiga(bukanfiskus
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danbukanwajibpajakyangbersangkutan)untukmemotong

ataumemungutpajakyangterutangolehwajobpajk.Ciri-

cirinya:wewenangmemotongataumemungutpajakyang

terutangadapadapihakketigayaitupihakselainfiskusdan

wajibpajak.

5.TeoriYangMendukungPemungutanPajak

Negara mempunyaihak untuk memungutpajak,sepertiyang

dijelaskan daribeberapa teori-teoritentang hakkepada negara untuk

memungutpajak,antaralain:

a.TeoriAsuransi

Negarayangmelindungikeselamatanjiwa,harta,bendadan

hak-hakrakyatlainnya.Olehkarenaiturakyatharusmembayar

pajak sebagaisuatu premiasuransikarena memperoleh

jaminanperlindungan.

b.TeoriKepentingan

Pembagian beban pajakkepada rakyatyang didasarkan

kepada kepentingan,misalnya perlindungan masing-masing

orangyangsemakinbesarkepentinganterhadapnegaramaka

semakintinggipajakyangharusdibayar.
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c.TeoriDayaPikul

Teoriinimenyatakan bahwa beban pajak semua orang

harus sama beratnya,artinya pajak harus dibayarsesuai

dengan daya pikulmasing-masing orang.Untuk mengukur

dayapikultersebutapatdigunakandenganduapendekatan,

yaitusecaraunsurobjektifdansubjektif.Unsurobjektifyaitu

dengan melihatbesarnya penghasilan atau kekayaan yang

dimilikioleh seseorang.Sedangkan unsur subjektif yaitu

dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materilyang

harusdipenuhi.

2.2.2.2 PajakDalam Islam

1.PengertianPajak

Pajakdalam bahasaarabyaitudharibah,yangartinyamewajibkan,

menetapkan,menentukan,memukul,menerangkanataumembebankan.

Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya

mempunyaibanyakarti,namun para ulama memakaidharibah untuk

menyebuthartayangdipungutsebagaikewajiban.Halinitampakjelas

bahwajizyahdankharajdipungutsecaradharibahyaitusecarawajib.Jadi

dharibahadalahhartayangdipungutsecarawajibolehnegarauntukselain
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jizyahdankharaj.

Adatigaulamayangmemberikandefinisitentangpajak,yaitu:

a.YusufQardhawidalam kitabnya,FiqhAz-Zakahberpendapat:

“Pajakadalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak,
yangharusdisetorkankepadanegarasesuaidenganketentuan,
tanpamendapatprestasikembalidarinegara,danhasilnyauntuk
membiayaipengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan
untuk merealisasisebagian tujuan ekonomi,sosial,politik dan
tujuan-tujuanlainyangingindicapaiolehnegara”.

b.GaziInayahdalam kitabnyaAl-Iqtishadal-IslamiAz-Zakahwa
ad-Dharibahberpendapat:

“Pajakadalahkewajibanuntukmembayartunaiyangditentukan
olehpemerintahataupejabatberwenangyangbersifatmengikat
tanpaadanyaimbalantertentu.Ketentuanpemerintahinisesuai
dengan kemampuan sipemilik harta yang dialokasikan untuk
mencukupikebutuhanpangansecaraumum danuntukmemenuhi
tuntutanpolitikkeuanganbagipemerintah”.

c.AbdulQadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum
muslim untuk membiayai bebagaikebutuhan dan pos-pos
pengeluaranyangmemangdiwajibkanatasmereka,padakondisi
baitulmaltidakadauang/harta”.

d.Imam Al-GhazalidanImam Al-Juwainiberpendapat:

“Pajakadalahapayangdiwajibkanolehpenguasa(pemerintahan
muslim)kepadaorang-orangkayadenganmenarikdarimereka
apa yang dipandang dapatmencukupi(kebutuhan negara dan
masyarakatsecaraumum)ketikatidakadakasdidalam baitul
mal”.

Daridefinisiyang dikemukakanolehZallum terangkum limaunsur
pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam
ketentuanpajakmenurutsyariat,yaitu:

1.DiwajibkanolehAllahSwt.

2.Objeknyaadalahharta(al-Mal).

3.Subjeknyakaum muslim yangkaya(ghaniyyun)saja,tidak
termasuknon-muslim.
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4.Tujuannyahanyauntukmembiayaikebutuhanmereka(kaum
muslim)saja.

5.Diberlakukanhanyakarenaadanyakondisidarurat(khusus).

Kelima unsurdasartersebutharus sejalan dengan prinsip-prinsip

penerimaannegaramenurutsistem ekonomiIslam yaituharusmemenuhi

empatunsur:

a.Harus adanya nash (Al-Qur’an dan hadist) yang

memerintahkansetiapsumberpendapatandanpemungutan.

b.Adanyapemisahansumberpenerimaandarikaum muslimin

dannon-muslimin.

c.Sistem pemungutanzakatdanpajakharusmenjaminbahwa

hanya golongan kaya dan golongan makmur yang

mempunyaikelebihansajayangmemikulbebanutama.

d.Adanyatuntutankemaslahatanumum.

Dengan definisidiatas,jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang

datangsecaratemporeryangdiwajibkanolehUlilAmrisebagaikewajiban

tambahansesudahzakat,karenakekosongan/kekuranganbaitulmal,

dapatdihapuskanjikakeadaanbaitulmalsudahterisikembali,diwajibkan

hanya kepada kaum muslim yang kaya,dan harus digunakan untuk

kepentinganmereka(kaum muslim)bukankepentinganumum sebagai

bentukjihadkaum muslim untukmencegahdatangnyabahayayanglebih

besarjikahalitutidakdilakukan.
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“Jikadilihatdarisisobjeknya,objekpajakadalahharta,samadengan

objek zakat.Oleh sebab itu,pajak adalah tambahan sesudah zakat

(Gusfahmi,2007:32-33)”.

2.2.3.1 KarakteristikPajak(Dharibah)Menurut

SyariatIslam

(Gusfahmi,2007:34-35),ada beberapa ketentuan tentang pajak
(dharibah)menurutsyariatislam,yang juga membedakannya dengan
pajakdenganpajakdalam sistem kapitalis(non-muslim)yaitu:

a)Pajak(dharibah)bersifattemporer,tidakbersifatcontinue,
hanyabolehdipungutketikadibaitulmaltidakadahartaatau
kurang.Ketika dibaitulmalsudah terisikembali,maka
kewajibanpajakbisadihapuskan.Berbedadenganzakatyang
tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang
membutuhkan (mustahiq).Sedangkan pajakmenurutnon
islam adalahabadi(selamanya).

b)Pajak (dharibah)hanya boleh dipungutuntuk pembiayaan
yangmerupakankewajibanbagikaum muslim dansebatas
jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut,
tidak boleh lebih.Sedangkan pajak menurutnon-muslim
ditujukanuntukseluruhwagatanpamembedakanagama.

c)Pajak(dharibah)haynadiambildarikaum muslim dantidak
dipungutdarinon-muslim.Sebabpajak(dharibah)dipungut
untuk membiayaikeperluan yang menjadikewajiban bagi
kaum muslim yang tidak membedakan muslim dan non-
muslim denganalasantidakbolehdiskriminasi.

d)Pajak(dharibah)hanyadipungutdarikaum muslim yangkaya
dantidakbolehdipungutselaindariitu.Orangkayaadalah
orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan
kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagidirinya dan
keluarganyamenurutkelayakanmasyarakatsekitar.

e)Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuaidengan jumlah
pembiayaanyangdiperlukan,tidakbolehlebih

f) Pajak(dharibah)dapatdihapusbilasudahtidakdiperlukan.
Menurutteoripajakkonvensionaltidakakandihapuskarena
hanyaitulahsumberpendapatan.
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2.2.3.1TujuanPenggunaanPajakDalam Islam

Tujuan pajak adalah untuk membiayaiberbagaipos pengeluaran

negara,yang memang diwajibkan atas merek (kaum muslimin)saat

kondisiBaitulMalkosong atau tidak mencukupi.Ada tujuan yang

mengikatdaridibolehkannya memungutpajak yaitu pengeluran yang

memang sudah menjadikewajiban kaum muslim dan adanya suatu

kondisikekosongankasnegara.Jikamenyalahikeduahalini,makajelas

sekalibahwapemungutanpajakituharam.Maksudnyaadalahjikauang

pajakitudigunakanuntuktujuanlainyangbukankewajibankaum muslim,

makaitujadiharam untukdipungutkarenatiadakerelaandarisipembayar

pajak.

“Olehkarenaitupajakadalahamanatrakyat(Al-Malik,2001:198)”.Jadi

harusdibelanjakansecarajujurdanefisienuntukmerealisasikantujuan-

tujuanpajkdanjugatidakdapatdigunakanuntuktujuanlainyangtidak

untukitupajakdipungut.

Pengeluaran yang dimaksudkan dalam pajak adalah pengeluaran-

pengeluaranyangsesuaidengantuntunanIslam.Sepertiyangtermasuk

dalam kebutuhanprimerbagirakyatsecarakeseluruhanadalahkeamanan,

pengobatandanpendidikan.Sebagaimanadisebutkandalam hadistyaitu:



26

Artinya:“Barangsiapa diantara kalian menapatkan rasa
amandirumahnya(padadiri,keluargadanmasyarakatnya),
diberikankesehatanbadan,danmemilikimakananpokok
pada hariitu dirumahnya,mak seakan-akan dunia telah
terkumpulpadadirinya”.(al-Albani,2000M:H.542)(Abu‘Isa
mengatakanbahwahadistinihasanghorib).

4.PenggunaanUangPajakyangsesuaidenganSyariah

a.Pengeluarannegarakarenakompensasiyangharusdibayar

Pengeluaraniniadalahbiayayangharusdibayarngarasebagai

kompensasiatauhakorangorangyangtelahmemberikanjasanya,

kemudian meeka meminta harta sebagaiupah atas jasanya.

Contohnya:gajitentara,pegawainegerisipil(PNS),hakim,tenaga

edukasi(guru)dansebagainya.Hakmerekauntukmendapatkan

pembelanjaaninitidakditentukanolehadaatautidaknyaharta,

melainkanhakyangbersifatpatenmisalnyasaathartatersebut

ada dibaitulmalmaupun tidak.Apabila harta itu ada,maka

seketikaituwajibmengusahakannyadengancaramemungutharta

yang diwajibkan atas kaum muslimin (pajak).Jadi,jika ada

pengeluaransepertiinimakanegarawajibmengadakannyamelalui

pengumpulanpajak.

b.Pembelanjaan untukkemaslahatan dan pemanfaatan,bukan
kompensasiapapun

Pembelanjaanyangdimaksudkanyaituberupabarangbukan

sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan.

Contohnya:jalanraya,air,bangunan,masjid,sekolah,rumahsakit

danyanglainnya.
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“Hak untuk mendapatkan pembelanjaan keperluan tidak
ditentukankarenahartamelainkanhakyangbersifatpaten,mulai
dariadanyahartatersebutatautidakadaharta.Apabiladibaitul
mal(kasnegara)adaharta,makawajibdisalurkanuntukkeperluan
-keperluantersebut.Apabiladibaitulmaltidakadaharta,maka
kewajibannyaperpindahkepadakaum muslimin,sehinggaharta
tersebutbisadikumpulkandarikaum musliminsecukupnyauntuk
memenuhipengeluaran-pengeluaranyangbersifatpatentersebut
sehinggaterpenuhinyakewajibantersebut(Gusfahmi,2007:243)”.

c.Pembelanjaankarenaadanyaunsurketerpaksaan(darurat)

“Ketikaadaperistiwayangmenimpakaum musliminseperti
masapaceklik,angintopan,gempabumiatauseranganmusuh.
Makahakpembelanjaannyatidakditentukanberdasarkanharta
tetapihakpaten,yang saatharta tersebutada maupun tidak.
Apabilahartatersebutada,makawajibdisalurkansaatitujuga.
Apabilahartatersebuttidakada,makakewajibannyaditanggung
oleh kaum muslimin.Oleh karena itu harta tersebut wajib
dikumpulkandarikaum musliminsaatitujuga,kemudianhartaitu
diletakkandibaitulmaluntukdisalurkankepadayangberhak.Jika
dikhawatirkanakanterjadipenderitaankarenapembelanjaannya
ditunda hingga terkumpul semua, maka negara wajib
meminjamkanhartayangpatendulu,lalunegarameletakkannyadi
baitulmaldansaatitujugadisalurkankepadayangberhak.Hutang
yangtimbulakandibayardarihartayangdikumpulkandarikaum
musliminsepertipajak(Ibid,h.244)”.

6.JenisPengeluaranyangtidakbolehdibiayaidariPajak

Pembelanjaankarenaadanyakemaslahatandankemanfaatan,bukan

sebagaikompensasiapapun tersebutjangan sampaikaum muslimin

tertimpa penderitaan yang disebabkan tidak adanya pembelanjaan,

contohnya:pembuatan jalan baru meskipun jalan lain sudah ada,

membukarumahsakitbaruyangsebenarnyasudahcukupdenganrumah

sakityangada.

“Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ditentukan berdasarkan
adanyaharta,bukanpadasaattidakadaharta.Jikadibaitulmalterdapat
harta,makawajibdisalurkan untukkeperluan-keperluantersebut.apabila
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tidakterdapathartadibaitulmal,makamakakewajibantersebutgugurdi
baitulmal.Kum muslim jugatidakwajibmembayaruntukkeperluanini,
karenasejakawalpembiayaannyatidakwajibbagikaum muslimin.Dalam
APBN RepublikIndonesia,MataAnggaranPengeluaran(MAP)ditelusuri
tingkatkebutuhannyaolehmasing-masingdepartemen.Pemerintahharus
membuatperaturanpelaksanaanyanglebihrincitentangMAPyangbisa
dibiayaidaridanapajak.MAPynagtidakdibiayaidaridanapajakdapat
menggunakan sumberpendapatan lain sepertijizyah,ghanimah,laba
usahaBUMNdanlainlain(Ibid,h.245)”.

7.Pendapatan dan Pengeluaran Negara DiMasa Pemerintahan

Rasulullah

a.PendapatanNegaraDiMasaPemerintahanRasulullah

“PadaawalpemerintahanIslam diMadinah(623M)atau
tahun1Hijriyah,pendapatandanpengeluarannegarahampir
tidakada.Rasulullah sendiriadalah seorang kepala negara,
pemimpindibidanghukum,pemimpindanpenanggungjawab
darikeseluruhanadministrasi.Rasulullahtidakmendapatgaji
sedikitpundarinegaraataumasyarakat,kecualihadiahkecil
yangumumnyaberupabahanmakanan.Padafaseini,hampir
seluruhpekerjaanyangdilakukantidakmendapatupah(Majid,
2003:175)”.

“Keadaan mulaiberubah setelah turunya suratAl-Anfal
(RampasanPerang).Padawaktuituperangbadarditahun2
Hijriyah,setelahitunegaramulaimempunyaipendapatandari
hasilrampasanperang(gahnimah)yangdisebutdenganKhums
(seperlima),berupa kuda,unta dan barang-barang bergerak
lainnya yang didapatkan dalam peperangan (Sudarsono,
2003:118)”.

HalinisesuaidenganfirmanAllahSwtdalam SurahAl-Anfal

ayat41sebagaiberikut:
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Artinya :“Ketahuilah,sesungguhnya segala yang kamu
perolehsebagairampasanperang,makaseperlimauntuk
Allah,rasul,kerabatrasul,anakyatim,orang miskin dan
ibnussabil,(demikian)jikakamuberimankepadaAllahdan
kepada apa yang Kamiturunkan kepada hamba Kami
(Muhammad)dihariFurqaan,yaitupadaharibertemunya
duapasukan.AllahMahaKuasaatassegalasesuatu”.(Q.S.
Al-Anfal:41).

Selainkhums,akibatpeperangantersebutjugadiperoleh

pendapatanbaru,berupauangtebusandaritawananperang

bagiyang ditebus. Dalam perang badar,orang Makkah

mengalamikekalahan dan banyakyang ditawan oleh kaum

Muslim.Rasulullah saw kemudian menetapkan besaruang

tebusanrata-rata4.000dirham untuksetiaptawanan,tetapi

bagiyang tidakditebus,merekadiwajibkan untukmengajar

membaca masing-masing sepuluh orang muslim (Karim,

2004:41). Kekayaan pertama yang merupakan sumber

pendapatanresminegara(penerimaanpenuh/resmikarena

dapatdigunakan sepenuhnya untuk negara)adalah setelah

diperolehnyafa‟i,yaitu hartapeninggalan suku BaniNadhir,

sukubangsaYahudiyangtinggaldipinggirankotaMadinah
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yangmelanggarpiagam Madinah.

KemudianRasulullahjugamendapatkanpenerimaannegara

yaituwaqaf,berupatanah,pemberianseorangRabbidariBani

NadhirbernamaMukhairik,yangtelahmasukIslam.Laluia

memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah,dan oleh

Rasulullahdijadikansebagaitanahsedekah(waqaf).Selainitu

sumberpendapatanlainberasalpuladariKharaj,yaitupajak

atastanahyangdipungutkepadanonmuslim ketikaKhaibar

ditaklukkan,padatahunketujuhHijriyah.JumlahKharajdari

tanahinitetap,yaitusetengahdarihasilproduksi.

“PemerintahRasulullahjugamemperolehUshr,yaitubea
imporyangdikenakankepadasemuapedagangyangmelintasi
perbatasan negara yang wajib dibayarhanya sekalidalam
setahundanhanyaberlakubagibarangyangnilainyalebihdari
200dirham.TingkatbeayangdiberikankepadanonMuslim
adalah5%dankepadamuslim sebesar2,5%(Karim,h.45)”.

“PadamasaRasulullah jugasudah terdapatjizyah,yaitu

pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non Muslim

khususnyaahlikitab,untukjaminanperlindunganjiwa,properti,

ibadah,bebasdarinilai-nilai,dantidakwajibmiliter.Besarnya

jizyahsatudinarpertahununtukorangdewasayangmampu

membayarnya(Ibid)”.

“Sumberpendapatanzakatdanushr(sedekah)walaupun
sudahdiundangkansebagaipendapatannegarasejaktahun
keduahijriyah,namunbarubisadipungutsebataszakatfitrah,
kewajiban atas zakatmalmasih bersifatsuka rela.Efektif
pelaksanaanzakatmalbaruterwujudpadatahunkesembilan
Hijriyah.Ketika Islam telah kokoh,wilayah negara meluas
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dengancepatdanorangberbondong-bondongmasukIslam.
Peraturanyangdisusunmeliputisistem pengumpulanzakat,
batas-bataszakatdantingkatpersentasezakatuntukbarang
yangberbeda-beda,sertapenentuansistem penggajian(hak-
hak)amilzakat(Sudarsono,h.120)”.

MenurutKarim (h.46),padamasapemerintahanRasulullah,
yangtermasukdalam zakatadalah:

1.Bendalogam yangterbuatdariemas(koin,perkakas,
ornamenataubentuklainnya).

2.Benda logam yang terbuatdariperaksepertikoin
perkakas,ornamenataubentuklainnya.

3.Binatangternakunta,sapi,dombadankambing.
4.Berbagaijenisbarangdagangantermasukbudakdan

hewan.
5.Hasilpertaniantermasukbuah-buahan

6.Luqatah,hartabendayangditinggalkanmusuh

7.Barang-barangtemuan

MenurutIbid(h.48),selainituterdapatbeberapasumber
pendapatan yang bersifattambahan (sekunder)yang tidak
tetapjumlahdanwaktunya,tergantungsituasidankondisiyang
adaseperti:

1.Uangtebusanhanyadarikasusparatawananperang
badar,padaperanglaintidakdisebutkanjumlahuang
tebusan tawanan perang,bahkan hanya ada 6000
tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang
tebusan.

2.Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota
Makkahuntukpembayaranuangpembebasankaum
Muslimin dai Bani Hudzhaymah atau sebelum
pertempuranHawazin30.000dirham (20.000dirham
menurut BukharidariAbdullah Bin Rabiah) dan
meminjam beberapa pakaian dan hewa-hewan
tunggangandariSufyanBinUmaiyah.

3.KhumzatasRikazatau harta karun,temuan pada
periodesebelum Islam.

4.Amwal Fadhal berasal dari harta benda kaum
Muslimin yang meninggaltanpa ahliwaris atau
berasaldaribarang-barang seorang Muslimin yang
telahmurtaddanpergimeninggalkannegaranya.

5.Waqafyaitu harta benda yang didedikasikan oleh
seorang Muslimin untuk kepentingan agama dan
pendapatannyaakandidepositokandiBaitulMal.
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6.Nawaibadalahpajakkhususyangdibebankankepada
kaum Muslimin yang kaya raya untuk menutupi
pengeluaran negara selama masa daruratseperti
yangpernahterjadipadamasaperangTabuk.

7.Zakatfitrahadalahzakatyangditarikdimasabulan
Ramadhandandibagisebelum sholatIed.

8.Bentuklaindarisedekahyaituqurbandankaffarat.
Kaffaratadalahdendaataskesalahanyangdilakukan
olehseorangMuslim saatmelakukankegiatanibadah
haji.

PendapatannegaraIslam MadinahmasaRasulullahSaw

jika dikelompokka berdasarkan jenisnya dapatdibagiatas

pendapatan primerdan pendapatan sekunder.Pendapatan

primerdikatakansebagaipendapatanwajibharusdikeluarkan

olehkaum muslimin(juganon-muslim),sedangkanpendaptan

sekunderdiperolehtergantungsituasidankondisiyangada.

Pendapatanutamanegara(primer)dalam sistem Ekonomi

Islam menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal,

berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasi kedalam tiga

kelompok yaitu:ghanimah,shadaqah,fai.Seluruh sumber

pendapatannegaramempertimbangkanasalusuldarisumber

pendapatansertatujuanpengeluarannya.

Tujuan penggunaan pendapatan negara dikelompokkan

menjadidua,yaitu:

1.Pendapatantidakresminegara

Terdiridarighanimahdanshadaqah.Pendapatan

inidiperuntukkanhanyauntukmanfaattertentu.

Meskipun negara bertanggung jawab atas
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pengumpulan (amil), tetapi negara wajib

mengeluarkannyahanyauntuktujuanpendapatan

tersebutdipungut.

2.Pendapatanresminegara

Adalah pendapatan dimana negara berhak

membelanjakannya untuk kepentingan seluruh

penduduk seperti keamanan, transportasi,

pendidikan dan sebagainya. Pendapatan ini

termasukfa’iyangterdiridarijizyah,kharaj,ushr.

“Untukmengelolasumberpenerimaannegaradansumber
pengeluarannegaramakaRasulullahmenyerahkannyakepada
baitulmal.BaitulmalsudahadasejakzamanRasulullahSaw,
yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah pada
perangBadar.Saatituparasahabatberselisihpaham tentang
carapembagianghanimahtersebut,sehinggafirmanAllahSwt
(QS.Al-Anfal:41)”.

“Pada masa Rasulullah, Baitul Mal lebih mempunyai
pengertiansebagaipihakyangmenanganisetiaphartabenda
kaum muslimin,baikberupapendapatanmaupunpengeluaran.
Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus
menyimpanharta,karenasaatituhartayangdiperolehbelum
begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya
tempatatauarsiptertentubagipengelolanya.Kalaupunada,
hartayangdiperolehhampirselaluhabisdibagi-bagikankepada
kaum Musliminsertadibelanjakanuntukpemeliharaanurusan
mereka.RasulullahSawsenantiasamembagikaghanimahdan
seperlimabagiandarinyasetelahusainyapeperangantanpa
menunda-nundanyalagi”.

Tabel2.2
JenisPendapatanNegaradalam Sistem EkonomiIslam

No Pendapatan Jenis
Pendapatan

subjek Objek Tarif Tujuan
penggunaan

1. Ghanimah Tidakresmi Non
muslim

Harta Tertentu 5kelp.
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2. Zakat Tidakresmi Muslim Harta Tertentu 8kelp.

3. Ushr-
Shadaqah

Tidakresmi Muslim Hasil
pertanian
/dagang

Tetap 8kelp.

4. Jizyah Resmi Non
muslim

Jiwa Tidak
tetap

Umum

5. Kharaj Resmi Non
muslim

Sewa
tanah

Tidak
tetap

Umum

6. Ushr-bea
cukai

Resmi Non
muslim

Barang
dagang

Tidak
tetap

Umum

7. Wakaf Tidakresmi Muslim Harta Tidak
tetap

Umum

8. Pajak Resmi Muslim Harta Tidak
tetap

Umum

Sumber:(Zallum,2002:115-127)

b.PengeluaranNegaraDiMasaPemerintahanRasulullah

Karim (Sejarah Pemikiran EkonomiIslam,h.50),“catatan
mengenai pengeluaran negara secara rinci pada masa
pemerintahanRasulullahmemangtidaktersedia,tetapibukan
berartisistem keuangannegarayangadapadawaktuitutidak
berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah Saw selalu
memberikanperintahyangjelasdantegaskepadaparapetugas
yangtelahmengumpulkanzakat”.

MenurutKarim,Sejarah Pemikiran EkonomiIslam,“asas
yangdianutdalam APBNadalahasasanggaranberimbangatau
balance budget yang artinya semua penerimaan habis
digunakanuntukpengeluarannegara(govermentexpenditure).
Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang
memperkenalkankonsepbarudibidangkeuangannegarapada
abadketujuh,yaitusemuahasilpengumpulannegaraharus
dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai
dengankebutuhannegara.Statushartahasilpengumpulannya
adalah milik negara dan bukan milik individu.Pada masa
pemerintahan Rasulullah Saw,keuangan negara digunakan
untukhal-haltertentudengandikelompokkanmenjadi2yaitu
darisegikebutuhanprimerdankebutuhansekunder.Darisegi
kebutuhanprimer:biayapertahanan(persenjataan,unta,kuda
danpersediaan),penyaluranzakat(ushr,kepadayangberhak
menerimanyamenurutketentuandalam Al-Qur’an,pembayaran
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gaji(wali,qadi,guru,imam,muadzindanpejabatnegaralainnya),
pembayaranupahparasukarelawan,pembayaranutangnegara,
bantuan untuk musafir daridaerah fadak.Lalu darisegi
kebutuhansekunder:bantuanuntukorangyangbelajaragama
diMadinah,hiburanuntukdelegasikeagamaan,hiburanuntuk
parautusansukudannegarasertabiayaperjalananmereka,
pengeluaranuntukduta-duta,haduahuntukpemerintahnegara
lain,pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang
menjadibudak,pembayarandendaatasmerekayangterbunuh
secaratidaksengajaolehpasukanmuslim,pembayaranutang
orang yang meninggaldalam keadaan miskin,pembayaran
tunjanganuntukorangmiskin,tunjanganuntuksanaksaudara
Rasulullah Saw,pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw
(hanyasejumlahkecil,80butirkurmadan80butirgandum
untuk setiap istri), persediaan darurat (sebagian dari
pendapatanPerangKhaibar)”.

“Rasulullah meletakkan dasar-dasarkebijakan fiskalyang
berlandaskan keadilan sejakmasa awalpemerintahan islam
sepertimenyangkutpenentuan subjek dan objek kewajiban
membayarkharaj,zakat,ushr,jizyahdankaffarat.Termasuk
penentuanbatasminimaterkenakewajiban(nisab),umurobjek
terkenakewajiban(haul).Dantarifnya.Karenamembayarzakat
merupakanibadahwajibbagiumatislam,makamenghitung
berapabesarzakatyangharusdibayardapatdilakukansendiri
dengankesadaranimandantaqwa(selfassesment).Setelah
Rasulullah wafat,kebijaksanaan fiskalinidilanjutkan bahkan
dikembangkanolehparapenerusnya(Gusfahmi,2007:66)”.

8.PendapatUlamaTentangPajakDalam Islam

Untuk memenuhikebutuhan negara akan berbagaihal,seperti

menanggulangikemiskinan,menggajitentaradanlain-lainyangtidak

terpenuhidarizakatdansedekah,makaharusadajalanalternatifbaru

yaitupajak,karenapajakadalahpilihanyanglebihbaikdanutama.

Pilihankewajibanpajakinisebagaisolusidantelahmelahirkan

perdebatandikalanganparafuqaha(ulama)danekonomiIslam,ada

yangmenyatakanpajakitubolehdanadayangmenyatakanpajakitu

tidakboleh.BeberapaulamadanekonomiIslam yangmenyatakan
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bahwapemungutanpajakitudiperbolehkan,antaralain:

1.AbuYusufdalam kitabnyaAlKharaj,menyebutkanbahwa:

“SemuaKhulafaurrasyidin,terutamaUmar,AlidanUmarbin

AbdulAzizdilaporkantelahmenekankanbahwapajakharus

dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak

diperbolehkanmelebihikemampuanrakyatuntukmembayar,

juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu

memenuhikebutuhanpokokmerekasehari-hari.AbuYusuf

mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau

menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang

terbebani”.

2.IbnuKhaldun,dalam kitabnyaMuqaddimah,menyebutkan

bahwa:

“Oleh karena itu,sebarkanlah pajak pada semua orang

dengankeadilandanpemerataan,perlakukansemuaorang

sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan

mengecualikan kepada siapapun seklaipun itu adalah

petugasmusendiriataukawanakrabmuataupengikutmu.

Dan jangan kamu menarik pajak dariorang melebihi

kemampuanmembayarnya”.

3.M.UmerChapradalam bukunyaIslam andTheEkonomic

Challenge,mengatakan:
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“HaknegaraIslam untukmeningkatkansumber-sumberdaya

lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh

sejumlahfuqahayangpadaprinsipnyatelahmewakilisemua

mazhab fiqih. Halinidisebabkan karena dana zakat

dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum

miskinpadahalnegaramemerlukansumber-sumberdana

yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsialokasi,

distribusidansosialisasisecaraefektif.Hakinidibelapara

fuqahaberdasarknhadistyangartinyapadahartamuada

kewajibanlainselainzakat.

4.Hasan Al Banna dalam bukunya Majmuatur Rasa’il,

mengatakan:

“Melihattujuankeadilansosialdandistribusipendapatan

yangmerata,makasistem perpajakanprogresiftampaknya

seiramadengansasaran-sasaranIslam”.

5.Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Majmuatul Fatawa,

menyebutkanbahwa:

“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil

berdasarkan argumen bahwa tidakmembayarpajakoleh

merekayangberkewajibanakanmengakibatkanbebanyang

lebihbesarbagikelompoklain”.

6.AbdulQadim Zallum dalam kitabnyaAlAmwalfiDaulahal
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Khilafah,menyebutkanbahwa:

7.“BerbagaipospengeluaranyangtidaktercukupiolehBaitul

Maladalahmenjadikewajibankaum muslimin.Jikaberbagai

kebutuhandanpos-pospengeluaranitutidakdibiayai,maka

akantimbulkemudharatanyangmenimpakaum muslimin

untukmebayarpajak,hanyauntukmenutupi(kekurangan

biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos

pengeluaranyangdiwajibkantanpaberlebih”.

Disampingsejumlahfuqaha(ulama)yangmenyatakanpajakitu

boleh dipungut, sebagaian lagi menolak hak negara untuk

meningkatkansumber-sumberdayamelaluipajak,disampingzakat,

salahsatunya:DR.HasanTurobidariSudan,dalam bukunyaPrinciple

OfGovernance,Fredom and Responsibility in Islam,mengatakan

“pemerintahyangadadiduniaMuslim dalam sejarahyangbegitulam

(pada umumnya tidak sah)kerena itu,para fuqaha khawatirjika

diperbolehkanmenarikpajakakandisalahgunakandanmenjadisuatu

alatpenindasan”.

2.2.3TeoriTaxAmnesty

2.2.3.1 PengertianTaxAmnesty

Istilahpengampunanpajakberasaldarikata“TaxAmnesty”yaitusuatu

konsepyangtelahditerapkandibeberapanegarasepertiAmerikaSerikat,

Jerman,Kanada,Swedia,Belanda,Indiadanbeberapanegaramajudan
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berkembanglainnya.Kataamnesty(amnesti)berasaldaribahasaYunani

“amnestia” yang dapat diartikan melupakan atau suatu tindakan

melupakan.

Menurutpara ahliamnestikedalam pengertian yang berbeda-beda

sesuaidenganbidangpenerapanhukumnya,diantaranyasebagaikonsep

padapeniadaanataupenghapusantanggungjawabpidana,selainitujuga

sebagaipenghapusantanggungjawabperdata.Dalam bahasaInggris,

amnestiseringdikaitkandenganistilah“pardon”yangartinyapemaafan

ataupengampunan.

Secarahistorisamnestiadalahpeninggalandarizamanmasakerajaan,

dimanaseorangrajayangsangatberkuasamempunyaikekuasaanuntuk

menghukum dantermasukmengurangihukumansebagaitindakanmurah

hatidariseorang raja.Pada masa sekarang,istilah amnestibanyak

digunakanuntukmenggambarkanpengertian-pengertianyanglebihumum

sebagaiukuran yang dianggap lebih tepatnya untuk dipakaiguna

menghadapipelanggaran-pelanggaranyangtingkatkriminalitasnyadinilai

lebihbaikdilupakan.

Secara umum, amnesti merupakan hak kepala negara untuk

meniadakan akibathukum yang mengancam suatu perbuatan atau

sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, amnesti

merupakan hakmutlakatau hakprerogratifPresiden sebagaiKepala

Negara(pasal14ayat2UUD1945).
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Undang-UndangNo.27Tahun2004yangdidasarkanpadaKetetapan

MPRNo.XXVITahun2000tentangPemantapanPersatuandanKesatuan

Nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak

preprogresif Presiden. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi hanya

memberikanrekomendasiberupapertimbanganhukum kepadaPresiden.

Pemberianamnestiataupengampunankepadapelakupelanggaranhak

asasimanusiadiberikandalam perspektifkepentinganbersamasebagai

bangsaIndonesia.

Dariuraian diatas dapatdisimpulkan beberapa halterkaitdengan

amnesti,yaitu:

a.Kewenangan amnesty hanya berada pada wewenang

Presiden dalam kedudukan sebagaikepala negara atau

simbolnegar.Jabatanapapunyangadadalam negaratidak

mempunyaiwewenanguntukmemberikanamnesti.

b.Pemberian amnesty mempunyai akibat hukum yaitu

hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran,

sehingga terhadap pelaku dibebaskan darisanksiatau

ancamanbaikpidanamaupunadministrasi.

c.Sesuaidengan tuntutan konsep negara hukum modern,

penjatuhan amnesty harus diberiwadah dalam bentuk

Undang-Undangdenganperimbanganbahwaselainsanksi

yang dihapuskan diatur dalam Undang-Undang juga
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pengaturanyanglebihkuatyangmempunyaidasarhukum

karenamendapatpersetujuandarilegislatif.Pengampunan

pajakmenyebabkantidakditerimanyasejumlahuangoleh

negaraberdasarkanhukum.

d.Amnestydiberikanpadamomentertentutetapitidaksetiap

saat. Momen tersebut dapat dikaitkan dengan

pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan

persatuandankesatuannegaradansebagainya.

Dengan demikian,Tax Amnesty merupakan pemberian fasilitas

perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu

tertentudaripengenaan,pemeriksaan,pengusutandanpenuntutanatas

harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum

sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasioleh adanya pengakuan

kesalahandariwajibpajakdenganmenyesalikesalahantersebutdanjanji

tidakakanmengulangikesalahan.

Berdasarkanpasal1butir1Undang-UndangNo.11Tahun2016,yang

dimaksud dengan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah

penghapusanpajakyangseharusnyaterutangtetapitidakdikenaisanksi

administrasiperpajakandansanksipidanadibidangperpajakandengan

caramengungkaphartadanmembayaruangtebusan.Yangdimaksud

denganhartayaituakumulasitambahankemampuanekonomisberupa

seluruhkekayaan,baikberwujudmaupuntidakberwujud,baikbergerak
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maupuntidakbergerak,baikyangdigunakanuntukusahamaupunbukan

untukusahayangberadadidalam dandiluarwilayahNegaraKesatuan

RepublikIndonesia.Sementaraitu,uangtebusanadalahsejumlahuang

yangdibayarkankekasnegarauntukmendapatkanpengampunanpajak.

Menurut kementerian Keuangan, kewajiban perpajakan yang

mendaptkanpengampunanpajakterdiriataskewajibanPajakPenghasilan

danPajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewah.

2.2.3.2 SubjekdanObjekPengampunanPajak

Setiapwajibpajakberhakuntukmendapatkanpengampunanpajak.

Tetapidalam halini,hanya wajib pajak yang mempunyaikewajiban

menyampaikanSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanmulai

dariyangmempunyaiNPWPmaupunyangbelum berNPWP.Olehkarena

itu untuk wajib pajak yang hanya diwajibkan melakukan

pemotongan/pemungutan pajak sepertibendahara dan join operation

pemerintah tidak berhak mendapatkan amanestipajak.Berdasarkan

Undang-Undangtentangketentuanumum dantatacaraperpajakan,wajib

pajakadalahorangpribadiataubadanyangmeliputipembayarpajak,

pemotonganpajakmaupunpemungutanpajakyangmempunyaihakdan

kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undanganperpajakan.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun2016 tentang Pengampunan

PajakdiBabIIIPasal3dinyatakanbahwasubjekdanobjekPengampunan
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Pajakyaitu:

1.Setiapwajibpajakberhakmendapatkanpengampunanpajak

2.PengampunanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)

yaitudiberikankepadawajibpajakmelaluipengungkapan

hartayangdimilikinyadalam suratpernyataan.

3.Dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)yaituwajibpajakyangsedang:

a.Dilakukanpenyidikandanberkaspenyidikannyatelah

dinyatakanlengkapolehKejaksaan

b.Dalam prosesperadilan

c.Menjalanihukuman pidana atas tindakan pidana di

bidangperpajakan

4.PengampunanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)

meliputipengampunan atas kewajian perpajakan sampai

denganakhirtahunpajakterakhir,yangbelum ataubelum

sepenuhnyadiselesaikanolehWajibPajak

5.Kewajibanperpajakansebagaimanadimaksudpadaayat(4)

terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak

PertambahanNilaiatauPajakPertambahanNilaidanPajak

PenjualanatasBarangMewah
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1.SubjekPengampunanPajak

Wajibpajakyangbisamemperolehpengampunanpajakyaitu:

a.Wajibpajakorangpribadi(WPOP)

b.Wajibpajakbadan(WPB)

c.WajibpajakyangbergerakdibidangUMKM

d.Orangpribadiataubadanyangbelum menjadiwajib

pajak

Jikawajib pajakbelum mempunyaiNPWP danberkeinginan

untuk mengikuti program pengampunan pajak maka harus

mendaftarkan diriterlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di

KantorDirjen Pajakatau KantorPelayanan Pajakdimanawajib

pajakbertempattinggalatauberkedudukan.

Padapasal3UU No.11Tahun2016tentangPengampunan

Pajak, dijelaskan bahwa wajib pajak yang tidak berhak

mendapatkanpengampunanpajakadalah:

1.Wajib pajakyang sedang dilakukanpenyidikandan

berkaspenyidikannyatelahdinyatakanlengkapoleh

kejaksaan

2.Wajibpajakyangsedangdalam prosesperadilan

3.Wajibpajakyangsedangmenjalanihukumanpidana
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SubjekpengampunanpajakmenurutPeraturanDirekturJendral

PajakNomorPER-11/PJ/2016adalah:

a.Wajib pajak mempunyaikewajiban menyampaikan

SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan.

b.Orang pribadisepertipetani,nelayan,pensiunan,

tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan

belum terbagiyang jumlah penghasilannya pada

Tahun PajakTerakhirdibawah Penghasilan Tidak

KenaPajak(PTKP)dapattidakmenggunakanhaknya

untukmengikutiPengampunanPajak.

c.WargaNegaraIndonesiayangtidakbertempattinggal

diIndonesialebihdari183haridalam jangkawaktu12

bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari

IndonesiamerupakansubjekpajakLuarNegeridan

tidak dapatmenggunakan haknya untuk mengikuti

pengampunanpajak.

2.ObjekPengampunanPajak

“Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas
kewajibanperpajakansampaitahunpajakberakhir,yang belum
atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang
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terpresentasidalam hartayangbelum pernahdilaporkandalam
SPTPPhterakhir.YaitukewajibanPajakPenghasilan(PPh),Pajak
PertambahanNilai(PPN)danPajakPenjualanatasBarangMewah
(PPnBM).KewajibanperpajakanselainPPh,PPndanPPnBM bukan
merupakanobjekpengampunanpajak(Lukman,2016)”.

Pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

11/PJ/2016diaturbahwahartawarisanatauhartahibahanyang

diterimakeluargasedarahdalam garisketurunanlurussatuderajat

yangbelum ataubelum seluruhnyadilaporkandalam SPTTahunan

PPh merupakan objekpengampunan pajak.Namun,dalam per-

DirjenPajakPER-11/PJ/2016diberikanbatasanbahwaatasharta

tersebutbukanlahmerupakanobjekpengampunanpajakdalam hal

seperti:

1.Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan

pajakapabila:

a.Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki

penghasilandibawahpenghasilantidakkenapajak

b.Hartawarisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahun

pajakpenghasilanpewaris

2.Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan

pajakapabila:

a.Diterimaolehorangpribadipenerimahibahyangtidak

memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan

dibawahpenghasilantidakkenapajak
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b.Harta hibahan sudah dilaorkan dalam suatu SPT

Tahunpajakpenghasilanpemberihibah

2.2.3.3 ManfaatTaxAmnesty

a.Kebijakan Tax Amnesty memberikan manfaatbaginegara

sebagaiberikut:

1)Meningkatkan petumbuhan ekonomimelaluiRepatriasi

Asetyangditandaidenganpeningkatanlikuiditaslogistik,

perbaikannilaitukarrupiah,penurunansukubungadan

peningkataninvestasi.

2)Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,

komprehensifdanterintegrasi.

3)Meningkatkanpenerimaanpajak

b.KebijakanTaxAmnestymemberikanmanfaatbagiwajibpajak

sebagaiberikut:

1)Adanyapenghapusanpajakterutangyangataspajakyang

belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenaisanksi

administrasiatausanksipenjara.

2)Penghapusan sanksiadministrasiatasketetapan pajak
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yangtelahditerbitkan.

3)Tidak dilakukan pemeriksaan pajak,pemeriksaan bukti

permulaandanpenyidikantindakpidanaperpajakan.

4)Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan,serta penyidikan tindak pidana perpajakan

dalam halwajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan

pajak,pemeriksaanbuktipermulaan,danpenyidikantindak

pidanaperpajakan.

5)Penghapusan PPh finalatas pengalihan harta berupa

tanahdanbangunansertasaham.

2.2.3.4 TujuanTaxAmnesty

Tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak dalam pasal2 UU

PengampunanPajak:

a.Mempercepat pertumbuhan an restrukturisasi ekonomi

melaluipengalihanhartayangantaralainakanberdampak

terhadappeningkatanlikuiditasdomestik,perbaikannilaitukar

rupiah,penurunansukubungadanpeningkataninvestasi.

b.Mendorongreformasiperpajakanmenujusistem perpajakan

yanglenihberkeadilansertaperluasanbasisdataperpajakan

yanglebihvalid,komprehensifdanterintegrasi
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c.Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan

digunakanuntukpembiayaanpembangunan.

2.2.3.5 Asas–AsasTaxAmnesty

Dalam pelaksanaannya,PengampunanPajakdidasarkanpadaempat
aas,antarlain:

1.Asaskepastianhukum adalahpelaksanaanpengampunanpajak
harus dapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakatmelalui
jaminankepastianhukum.

2.Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak yang
menjunjungtinggikeseimbanganhakdankewajibandarisetiap
pihakyangterlibat.

3.Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan
pengampunanpajakbermanfatbagikepentinganNegara,Bangsa
dan Masyarakat,khususnya dalam memajukan kesejahteraan
umum.

4.Asas kepentingan Nasionaladalah pelaksanaan pengampunan
pajak yang mengutamakan kepentingan Bangsa,Negara dan
Masyarakatdiataskepentinganlainnya.

2.2.3.6 Syarat-SyaratTaxAmnesty

Dalam pasal8UUPengampunanPajakdijelaskanuntukmemperoleh

pengampunanpajak,wajibpajakharusmenyampaikansuratpernyataan

kepadaMenteri.Suratpernyataantersebutditandatanganioleh:

1.Wajibpajakorangpribadi

2.Pemimpintertinggiberdasarkanaktapenidiranbadanatau

dokumenlaindipersamakanbagiwajibpajakbadan

3.Penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi apabila
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pemimpintertinggiberhalanganhadir

Dalam pasal9UU PengampunanPajaktertinggiapabiladisebutkan

suratpernyataanyangmenginformasikanmengenaiidentitaswajibpajak,

harta,utang,nilaiharta bersih dan penghitungan uang tebusan dan

dilampiridengan:

a.Buktipembayaranuangtebusan

b.Buktipelunasantunggakanpajakbagiwajibpajakyang

mimilikitunggakanpajak

c.Daftarrincianhartabesertainformasikepemilikanharta

yangdilaporkan

d.Daftarutangsertadokumenpendukung

e.Buktipelunasanpajakyangtidakataukurangdibayaratau

pajakyangseharusnyatidakdikembaikanbagiwajibpajak

yangsedangdilakukanpemeriksaanbuktipermulaanatau

penyidikan

f. FotokopiSPTterakhir

g.Suratpernyataanmencabutpermohonan

Wajibpajakharusmemenuhipersyaratansebagaiberikut:

1.MemilikiNPWP(NomorPokokWajibPokok)
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2.Membayaruangtebusan

3.Melunasiseluruhtunggakanpajak

4.Melunasipajak yang tidak atau kurang bayar atau

melunasipajakyangseharusnyatidakdikembalikanbagi

wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti

permulaanataupenyidikan

5.MenyampaikanSPTPPhTerakhirbagiwajibpajakyang

telah memiliki kewajiban menyampaikan surat

pemberitahuantahunanpajakpenghasilan

6.Mencabutpermohonan:

a.Pengembaliankelebihanpembayaranpajak

b.Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi

perpajakan dalam suratketetapan pajak atau surat

tagihanpajakyangdidalamnyaterdapatpokokpajak

yangterutang

c.Penguranganataupembatalanketetapanpajakyang

tidakbenar

d.Keberatan

e.Pembetulan atas suratketetapan pajak dan surat

keputusan
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f. Banding

g.Gugatan

h.Peninjauan kembalidalam halwajib pajak sedang

mengajukanpermohonandanbelum diterbitkansurat

keputusanatauputusan

Yangdimaksuddalam wajibpajakadalahmengalihkanhartakedalam

wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia selain memenuhisyarat

diatas,wajibpajakharusmengalihkanhartakedalam wilayahNegara

KesatuanRepublikIndonesiadanmengivestasikanhartanyapalingsingkat

selama3tahundanwajibpajaktidakdapatmengalihkanhartakeluar

wilayahNKRIpalingsingkatselama3tahuntehitungsejakditerbitkannya

suratketerangan.Selainituwajibpajakharusmelampirkan,mengalihkan

danmenginvestasikanhartakedalam wilayah

NKRIpalingsingkatselamajangkawaktu3tahunterhitungsejakdialihkan.

BagiwajibpajakyangperedaranusahanyasampaiRp.4.800.000.000

(empatmiliardelapanratusjutarupiah)padatahunpajakterakhirselain

melampirkandokumendiatas,wajibpajakjugaharusmelampirkansurat

pernyataanmengenaibesaranperedaranusaha.

2.2.3.7 TarifTaxAmnesty

MenurutUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor11Tahun2016,

pengkenaantarifpajaktaxamnestydibagidalam beberapaklasifikasi

UangTebusan=TarifxDasar
Pengenaan
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dengantarifyangberbeda,diantaranya:

1.RepatriasiatauDeklarasiDalam Negeri

TarifUang Tebusan atasHarta yang berada didalam Wilayah

NegaraKesatuanRepublikIndonesiaatauhartayangberadadiluar

WilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiayangdailihkankedalam

WilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesiadandiinvestasikandi

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu

palingsingkat3tahunterhitungsejakdialihkansebesar:

a.2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataanpadabulanpertamasampaidenganakhirbulan

ketigaterhitungsejakUndang-Undanginimulaiberlaku.

b.3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataan pada bulan keempatterhitung sejakUndang-

Undang inimulaiberlaku sampaidengan tanggal31

Desember2016.

c.5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai

dengantanggal31Maret2017.

2.RepatriasiatauDeklarasiLuarNegeri
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TarifUangTebusanatasHartayangberadadiluarWilayahNegara

KesatuanRepublikIndonesiayangtidakdailihkankedalam Wilayah

NegaraKesatuanRepublikIndonesiaadalahsebesar:

a.4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataanpadabulanpertamasampaidenganakhirbulan

ketigaterhitungsejakUndang-Undanginimulaiberlaku.

b.6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataan pada bulan keempatterhitung sejakUndang-

Undang inimulaiberlaku sampaidengan tanggal31

Desember2016.

c.5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai

dengantanggal31Maret2017.

3.UMKM

TarifUangTebusanbagiWajibPajakyangperedarannyausahanya

sampaidenganRp4.800.000.000(empatmiliardelapanratusjuta

rupiah)padatahunpajakterakhirsebesar:

a.0,5% (nolkoma lima persen) bagiwajib pajak yang

mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp

10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat

pernyataan
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b.2%(duapersen)bagiwajibpajakyangmengungkapkannilai

hartalebihdariRp10.000.000.000(sepuluhmiliarrupiah)

dalam suratpernyataanuntukperiodepenyampaianSurat

PernyataanpadabulanpertamasejakUndang-Undangini

mulaiberlakusampaidengantanggal31Maret2017.

2.2.3.8 FasilitasMengikutiTaxAmnesty

FasilitasyangakandidapatolehWajibPajakyangmengikutiprogram

taxamnestyyaitu:

a.Penghapusanpajakterutang(PPhdanPPN danPPnBM),

sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum

diterbitkanketetapanpajaknya.

b.Penghapusansanksiadministrasiatasketetapanpajakyang

telahditerbitkan.

c.Tidak dilakukan pemeriksaan pajak,pemeriksaan bukti

permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan.

d.Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti

permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan.
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e.PenghapusanPPhFinalataspengalihanhartaberupatanah

ataubangunansertasaham.

2.2.3.9 SanksiAdministrasi

Sanksi administrasi di peruntukkan bagi WP yang melakukan

pelanggaran hukum pajakyang bersifatadministratif.Sanksitersebut

tidak tertuju langsung kepada wajib pajak tetapi hanya berupa

penambahanjumlahpajakyangterutang.

Sanksiadministratifdapatdijatuhkanapabilawajibpajakmelakukan

pelanggaranataskewajibanyangtelahditentukandaalam UUKUPyang

dapatberupasanksiadministrasibunga,dendadankenaikan.Sedangkan

sanksipidanadapatberupahukumankurungandanhukumanpenjara.

1.Sanksiadministrasiberupabunga,adalahsanksiadministrasi

yangdikenakanterhadappelanggaranyangberkaitandengan

kewajibanpembayaranpajak.

2.Sanksiadministrasiberupadenda,adalahsanksiadimistrasi

yangdikenakanterhadappelanggaranyangberkaitandengan

kewajibanpelaporan.

3.Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi

administrasiyangberupakenaikanjumlahpajakyangharus

dibayarterhadappelanggaranyangberkaitandengankewajiban

yangdiaturdalam ketentuanmaterial.
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4.Sanskibagiwajibpajakdalam pengampunanpajak,adalah:

a.Wajib pajak yang tidak memenuhikewajiban Holding

Period maka atasharta bersih tambahan diperlakukan

sebagaipenghasilanpadatahunpajakdandikenalpajak

dan juga sanksisesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangandibidangperpajakan.

b.Wajibpajakyangtelahmengikutiprogram amnestipajak

namun ditemukan adanya data mengenaiharta bersih

yangkurangdiungkapkan,makahartayangdimaksud

diperlakukanebagaipenghasilanpadasaatdikenaipajak

sesuaidenganUUPPhdanditambahlagidengansanksi

administrasikenaikansebesar200% dariPPhyangtidak

ataukurangdibayar.

c.Wajibpajakyangtidakmengikutiprogram amnestipajak

namun ditemukan adanya data mengenaiharta bersih

yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud

diperlakukansebagaipenghasilanpadasaatditemukan

dandikenalpajaksertasanksiadministrasisesuaidengan

peraturanperpajakanyangberlaku.

Besarnya sanksiadministrasiberupa kenaikan menurutpenjelasan

ketentuanpasal13ayat3UUKUPberbeda-bedamenurutjenispajaknya.

UntukjenispajakpenghasilanyangdibayarsendiriWP,sanksikenaikan
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sebesar50%,untukjenispajakpenghasilanyangdipotongorangatau

badanlainsanksikenaikansebesar100%.Sementaraitu,untukjenispajak

pertambahan nilaidan pajak penjualan atas barang mewah sanksi

kenaikansebesar100%.Halinidimaksudkanagaradakepastianhkum,

baikterhadapWPmaupunpejabatpajakyangbertugasmengelolapajak

pusatyangmenjatuhkansanskitersebut.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

Pengampunan pajak tersebutdiberikan kepada Wajib Pajak melalui

pengungkapan harta yang dimilikinya dalam suratpernyataan,kecuali

wajibpajakyangsedang:

a.Dilakukanpenyidikandanberkaspenyidikannyatelahdinyatakan

lengkapolehkejaksaan.

b.Dalam prosesperadilan.

c.Menjalanihukumanpidana,atastindakpidanadibidangperpajakan

Pengampunan pajak yang diberikan meliputipengampunan atas

kewajibanperpajakansampaidenganakhirtahunpajakterakhir,yang

belum ataubelum sepenuhnyadiselesaikanolehwajibpajak.Kewajiban

perpajakantersebutterdiriataskewajiban:

a.Pajakpenghasilan

b.PajakPertambahanNilaiatauPajakPenjuaanatasBarangMewah

2.3KerangkaKonseptual
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Sumber:Datadiolahpeneliti

Gambar2.1
KebijakanTaxAmnesty

2.4ResearchQuestiondanModelAnalisis

Perekonomia
nIndonesia

UUNo11Tahun
2016

SumberEkonomi
Islam

1.Al-Qur’an

2.Hadist

3.Ijma’

4.Qiyas

5.IjtihadParaUlama
Muslim

Pemerintahberencana
mengeluarkankebijakantax

amnesty

MeningkatkanPenerimaan
dan

PendapatanNegara

KebijakanFiskal

TaxAmnesty
(Pengampunan

Pajak)
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2.4.1MainQuestion

BagaimanapenerapankebijakantaxamnestypadaKantorPelayanan

PajakPratamaSidoarjoBaratmenurutperspektifekonomiIslam ?

2.4.2MiniQuestion

1.BagaimanapenerapankebijakantaxamnestypadaKantor

PelayananPajakPratamaSidoarjoBarat?

2.BagaimanataxamnestymenurutekonomiIslam?

3.Apakahadapersamaantaxamnestysecaraumum dengantax

amnestysecaraekonomiIslam?

4.ApapandanganulamaatautokohIslam tentangtaxamnesty?

2.4.3ModelAnalisis

Baganmodelanalisisyangdigunakanolehpenelitidalam penelitian
iniadalahsebagaiberikut:

Sumber:Datadiolahpeneliti

Mendeskripsikangambaranumum objek
penelitianmelaluidata-datayangdiperoleh

Memahamikebijakantaxamnestyberdasarkan
UUNo11Tahun2016

Melakukananalisatentangkebijakantaxamnesty
menurutperspektifekonomiislam

Melakukanevaluasibagaimanakebijakantax
amnestymenurutperspektifekonomiislam

Menarikkesimpulandansaran
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Gambar2.2
ModelAnalisa

2.5DesainStudiPenelitian

Tabel2.3
DesainStudiPenelitian

ResearchQuestion Sumberdata,
Metode

PengambilanData
danAnalisisData

Aspek-Aspek
Praktis

(dilaksanakandi
lapangan)

Jastifikasi

MainResearch
Question:

Bagaimana
penerapan
kebijakantax
amnestypada
KantorPelayanan
PajakPratama
SidoarjoBarat
menurutperspektif
ekonomiislam ?

MiniResearch
Question:

1.Bagaimana
penerapan
kebijakantax
amnestypada
KantorPelayanan
PajakPratama
SidoarjoBarat?

2.Bagaimanatax
amnestymenurut
ekonomiislam?

3.Apakahada
persamaantax
amnestysecara
umum dengan

Studipustaka:

Metode
pengumpulandata
denganmempelajari
buku-bukuliteratur
dantulisanilmiah
yangberkaitan
denganmasalah
yangakandibahas

Observasi

Metodeini
dilakukandengan
carapengamatan
atasdataprimer
dansekunder

AnalisisDokumen:

Berbagaiinformasi

Studipustaka:

Pencarianstudi
pustakadilakukan
observasike
pegawaiKantor
PelayananPajak
Pratama

Observasi

Observasimulai
dilakukantanggal1
Mei2020sampai
dengantanggal1
Juni2020

AnalisisDokumen:

Studipustaka:

Bergunasebagai
sumber-sumber
teoriyangberkaitan
denganmasalah
yangakandibahas

Observasi

Bergunauntuk
mengamatidan
menganalisa
penelitianatasdata
primerdan
sekunder



62

ekonomiislam?

4.Apapandangan
ulamadantokoh
Islam tentangtax
amnesty?

darihasil
wawancaradan
literaturresearch

Dilakukanmulai
tanggal1Mei2020
sampaidengan
tanggal1Juni2020

Sumber:datadiolahpeneliti
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BABIII

METODEPENELITIAN

3.1KerangkaProsesBerfikir

Didalam sebuahkegiatanpenelitianterdapatkonsepdankejelasan

hubunganantarkonsepyangdirumuskanolehpenelitimenurutdaftar

pustaka,makadapatditinjauteoridanhasilpenelitianyangterdahulu

yangterkaittentangkerangkaprosesberfikir,sepertipadagambar3.1
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Gambar3.1
KerangkaProsesBerfikir

TinjauanEmpirik

1.MaulinaUlfanur(2017)dalam
Al-Muamalat Jurnal Hukum
EkonomiSyariah.VolII,No02
Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara,Medan,yang
berjudulAnalisisKebijakanTax
Amnesty Dalam Perspektif
EkonomiIslam

2.Norsulfiani Supriadi (2018)
dalam SkripsiUniversitasIslam
Negeri Alauddin, Makassar,
yang berjudulKebijakan tax
amnestyDalam Meningkatkan
KepatuhanWajibPajakDitinjau
Dari Aspek Maqashid Al-
Syari’ah

3.Eka Nur Baiti(2018) dalam
SkripsiInstitutAgama Islam
Negeri Purwokerto, yang
berjudulTax Amnesty Dalam
uu No.11 Tahun 2016
PerspektifHukum Islam (Pasal
4,Pasal5,danPasal20)

4.MimingLestari(2015) dalam

1.Gusfahmi (2007) Pajak
MenurutSyariah

2.Eko Suprayitno (2011)
Ekonomi Islam
Pendekatan Ekonomi
Makro

3.FauziadanRiyadi(2014)
prinsip Dasar Ekonomi
Islam Perspektif
MaqashidAl-Syari’ah

4.Lexy J.Moleong (2013)
Metode Penelitian
Kualitatif

5.SaktidanHidayat(2016)
TaxAmnestyItumudah

TinjauanTeoritis

ResearchQuestion

BagaimanakebijakantaxamnestydimenurutperspektifekonomiIslam ?

ModelAnalisa

1.Mendeskripsikangambaranumum objekpenelitianmelaluidata-datayang

diperoleh

2.MemahamikebijakantaxamnestyberdasarkanUUNo11Tahun2016

3.Melakukananalisatentangkebijakantaxamnestymenurutperspektif
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3.2PendekatanPenelitian

Penggunaan metode penelitian harus sangatdiperhatikan dalam

suatupenelitian,sebab penggunaanmetodepenelitianinimemegang

perananyangsangatpentingdalam keberhasilansuatupenelitian.Oleh

karenaitu,memilihdanmenggunakanmetodedalam penelitianiniharus

tepatdan sesuaidengan penelitian.Metode yang digunakan adalah

kualitatifyangbersifatdeskriptif.

“Metodepenelitiandenganmetodekualitatifadalahsuatuprosedur

penelitianyangmenghasilkandatadeskriptifberupakata-katatertulis

ataulisandariorang-orangdanperilakuyangdiamati”(Moelong,1993:3).

Metodedenganpendekatankualitatifmerupakanmetodepenelitian

yang menggunakan data berupa kalimattertulis atau lisan,perilaku,

fenomena,peristiwa,pengetahuandanobjekstudi.Metodependekatan

kualitatifyang bersifatdeskriptifadalah metode yang mencarifakta

denganinterpretasiyangmemungkinkanpenelitimelakukanpenilaiandan

analisishubunganantarateoriyangmendasaridengankenyataanyang

Skripsi

AnalisaKebijakanTaxAmnestyMenurutPerspektifEkonomiIslam



66

sesungguhnya yang terjadipada objek penelitian. Alasan peneliti

menggunakanmetodepenelitiankualitatifdikarenakanpenelitianinitidak

menggunakan perhitungan matematis,statistik dan landasan untuk

melaksanakanpenelitianiniberorientasikanpadateoriyangsudahada

sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif,untukmemperoleh data dan informasi

dibutuhkaninformasidansubjekpenelitian.Informanadalahorangyang

memberikan keterangan tentang sesuatu fakta atau pendapatdan

memahamiinformasiobjekpenelitiantersebut.Subjekpenelitianadalah

subjekyangditujuuntukditelitiatausuatuunityangakanmenjadipusat

perhatianatausasaranpenelitian.

3.3JenisdanSumberData

Jenisdatayangdigunakandalam penelitianiniadaduajenis,yaitu

data primerdan data sekunder.Data primerdiperoleh darisumber

langsungmelaluiwawancaradengannarasumberyangterlibatlangsung

dalam kegiatanyangadadiKantorPelayananPajak.Sedangkandata

sekunderdiperoleh darisumberutama yaitu literaturyang berkaitan

langsung dengan objek penelitian yaitu tulisan-tulisan,jurnal,buku

tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) dan ekonomi Islam.

Pengambilan data dilakukan dengan memahami,menjabarkan dan

mengutipteoriataukonsepdariliteratur-literaturyangdidasaridaribuku

referensi,bukupenunjang,jurnal,kitab-kitasertasumberlainnyayang
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berkaitandenganpembahasanpenelitianini.

3.4BatasandanAsumsiPenelitian

3.4.1BatasanPenelitian

Mengingatluasnyaaspekyangtercakupdalam pembahasaninidan

agarpembahasanyangditelititidakmenyimpangdaripermasalahannya,

makapenelitimembatasipenelitianinipadapenerapankebijakantax

amnestypadaKantorPelayananPajakPratamaSidoarjoBaratmenurut

pesrpektif Ekonomi Islam. Peneliti menggunakan data-data yang

berhubungandengankebijakantaxamnestydanEkonomiIslam.

3.4.2AsumsiPenelitian

Penelitimemberikanasumsibahwapenerapankebijakantaxamnesty

padaKantorPelayananPajakPratamaSidoarjoBaratmemilikiprinsip-

prinsipyangsesuaidenganprinsipekonomiIslam.

3.5UnitAnalisis

Unitanalisisadalahsatuanyangditelitiyangbisaberupaindividu,

kelompok,benda atau suatu latarperistiwa sosialsepertimisalnya

aktivitasindividuataukelompoksebagaisubjekpenelitian.Unitanalisis

dalam penelitianiniadalah:

1.InformasikebijakantaxamnestydiKantorPelayananPajak
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PratamaSidoarjoBarat.Dalam penelitianini,penelitiharus

memilikiinformasidatayangakandigunakan.

2.KebijakantaxamnestymenurutekonomiIslam.Dalam penelitian

ini,penelitimelakukanpenelitianuntukmengetahuibagaimana

kebijakantaxamnestymenurutekonomiislam.

3.6TeknikPengumpulanData

Padapenelitianinipenelitimemilihjenispenelitiankualitatifmaka

datayangdiperolehharusmendalam,jelasdanspesifik.Pengumpulan

datadalam penelitianinidiperolehdarihasilwawancara,mengkajiteori

dandokumentasi.Denganmenggunakanbeberapateknikpengumpulan

data,yaitu:

1.TelaahLiterratur(libraryresearch)

Teknikinidilakukanuntukmendapatdatadarisumberyang

relevan,misalnyasepertibuku,jurnalilmiah,Al-Qur’an,dankitab

hadist,internet.

2.Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan

melakukanpadapegawaiKantorPelayananPajakdibidang



69

pengampunanpajak.

3.Dokumentasi

Dokumentasiberupalaporanataudatayangdismpandanbisa

dikajiulangbilaperlu.

3.7TeknikAnalisisData

Dalam teknik analisis ini,menjelaskan bahwa rangkaian jalannya

penelitian yang dilakukan mulaidariawaldimulainya pelaksanaan

penelitinsampaiakhirpenyelesaianpenelitianini.Teknikanalisistersebut

yaitu:

1.Pengumpulandata

Penelitimengumpulkan data-data yang berhubungan dengan

pembahasantentangkebijakantaxamnesty.

2.Mengkajiteori-teori

Mengkajidanmencariteoriyangberhubungandengankebijakan

taxamnestysecaraekonomiislam.

3.Pengolahandata

Setelah semua data dan teoriterkumpul,selanjutnya peneliti

melakukanpengolahandata.

4.Penyajiandata
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Datayangtelahdiolahdalam bentuklainnyaolehpenelitisehingga

dapatdipahami.

5.Perumusanmasalah

Setelah peneliti mengetahui masalah yang ada, kemudian

dirumuskanmasalahyangsedangterjaditersebut.

6.Hasilpenelitiandanpembahasan

Selanjutnyadaripengolahandatapenelitimelakukanpembahasan.

7.Kesimpulandansaran

Sebagaipenutup,disimpulakndandisarankandarihasilpenelitian.

Adapunsecarasistematisgambarmengenaiteknikpengumpulandata

dapatdilihatpada:

Sumber:Datadiolahpeneiti

Gambar3.2
TeknikPengumpulanData

PengumpulanData

MengkajiTeori-Teori

Kesimpulan

PenyajianData

PengolahanData

HasilPenelitiandan

Perumusanmasalah
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BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1DeskripsiObyekPenelitian

4.1.1ProfilLembagaKPPPratama

KantorPelayananPajakPratamaSidoarjoBaratadalahsalahsatuunit

kerjaDirektoratJendralPajakyangbernaungdibawahKantorWilayah

DirektoratJendralPajakJawaTimurIIyangberadadijalanLingkarBarat

GeloraDelta,Sidoarjo.KPPPratamaSidoarjoBaratmulaiberoperasipada

tanggal27November2007danpadaawalnyaadalahKPPSidoarjoBarat

yang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

132/PMK.01/2006tanggal22Desember2006tentangOrganisasidan

TataKerjaInstansiVertikalDirektoratJendralPajak.

KPPPratamaSidoarjoBaratmempunyaitugaspokokyaitubertugas

melaksanakan penyuluhan,pelayanan,dan pengawasan Wajib Pajak

dibidangPajakPenghasilan(PPh),PajakPertambahanNilai(PPN),Pajak

penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),serta Pajak tidak langsung

lainnyadalam wilayahwewenangnyaberdasarkanperaturanperundang-

undanganyangberlaku.

4.1.2StrukturOrganinasi

Strukturorganinasiadalahsuatususunandanhubunganantaratiap

bagianyangbekerjasamadalam menjalankankegiatanoperasionaluntuk

mencapaitujuanyangtelahditentukan.PadaKPPPratamaSidoarjoBarat
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sebagaimanaterlihatpadabagansebagaiberikut:

Sumber:KPPPratamaSidoarjoBarat

Gambar4.1
StrukturOrganisasi

BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganRINo.206.2/PMK.01/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

167/PMK.01/2012tentangOrganisasidanTataKerjaInstansiVertikalDJP,

berikutiniyugasdaristrukturKPPPratama:

a.SubBagianUmum danKepatuhanInternal.Bagianinibertugas

untuk melakukan urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha,
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b.SeksiPengolahan Data dan Informasi,yang bertugas untuk

melakukanpengumpulan,pencairan,pengolahandata,pengamatan

potensiperpajakan,penyajian informasiperpajakan,dan masih

banyaklainnya.

c.SeksiPelayanan,yangbertugasuntukmelakukanpenetapandan

penerbitanprodukhukum perpajakan,dansejenisnya.

d.SeksiPenagihan,yang bertugas untuk melaksanakan urusan

penatausahaanpiutangpajak,danurusanpiutanglainnya.

e.SeksiPemeriksaanyangbertugasuntukmelakukanpenyusunan

rencanapemeriksaan,pengawasanpemeriksaan,penerbitandan

penyaluran SuratPerintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi

pemeriksaanperpajakanlainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, bertugas melakukan

pengamatanpotensiperpajakan,pendataanobjekdansubjekpajak.

Tugaslainnyaadalahpembentukanbasisdatanilaiobjekpajak

dalam menunjangekstensifikasi,danmasihbanyaklagi.

g.SeksiPengawasandanKonsultasi1.Tugasnyaadalahmelakukan

proses penyelesaian permohonan wajib pajak.Tugas lainnya

adalah melakukan bimbingan dan konsultasiteknis perpajakan

kepadawajibpajakdanusulanpenguranganPBB.

h.SeksiPengawasandanKonsultasiII,III,IV,yangmasing-masing
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memilikitugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakanwajibpajak.Danpenyusunanprofilwajibpajak,analisis

kinerjawajibpajak,rekonsiliasidatawajibpajakdalam melakukan

intensifikasidanhimbauankepadawajibpajak.

4.1.3WilayahKerja

KPPPratamaSidoarjoBaratmempunyaiwilayahkerjayangterdiri

dari9 (sembilan)kecamatandiwilayahKabupatenSidoarjo yaitu:

Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Krian,

Kecamatan Balongbendo,Kecamatan Wonoayu,Kecamatan Tarik,

KecamatanPrambon,KecamatanTulangan,KecamatanKrembung.

4.1.4VisidanMisi

Setiap perusahaan tentu memilikivisidan misi.Visidan misi

perusahaanmerupakansalahsatufaktorpenentukeberhasilansuatu

perusahaan.

VisiKPPPratamaSidoarjoBarat:

“MenjadiKantorPelayananPajakterbaikyangmampuberkontribusi

optimalterhadappencapaianvisidanmisiInstitusiDirektoratJendral

Pajak“.

MisiKPPPratamaSidoarjoBarat:

”Menghimpunpenerimaannegaradaripajakyangtelahdiamanahkan

melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memberikan
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pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan

organisasi“.

4.1.5FungsiKPPPratama

Dalam melaksanakan tugasnya,KPP Pratama memilikifungsi

sebagaiberikut:

a.Berfungsisebagaipengumpulan,pencarian dan pengolahan

data,pengamatan potensiperpajakan,penyajian informasi

perpajakan,sertapendataanobjekdansubjekpajak.

b.Berfungsisebagaipenetapan dan penerbitan produkhukum

perpajakan.

c.Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan

penerimaansuratlainnya.

d.Penyuluhandanpelayananperpajakan.

e.Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak, pelaksanaan

ekstensifikasi.

f. Pengurangan sanksipajak,pelaksanaan pemeriksaan pajak,

pengawasankepatuhankewajibanperpajakanWajibPajak.
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g.Pelaksanaan konsultasiperpajakan,pembetulan ketetapan

pajak,danpelaksanaanadministrasikantor.

4.2DatadanHasilPenelitian

4.2.1ManajemenPelaksanaanProgram TaxAmnesty

Pengampunanpajak(taxamnesty)adalahpenghapusanpajakyang

seharusnyaterutang,tidakdikenaisanksiadministrasiperpajakandan

sanksipidanadibidangperpajakan,dengancaramengungkaphartadan

membayaruangtebusansebagaimanadiaturdalam Undang-Undang.

Terkaitpengertiantaxamnestysebagaianggotasubtim taxamnesty

menjelaskanbahwa:

“AmnestyPajakituprogram penghapusanpajakbesertasanksi-
sanksinyadantidakdilakukanpemeriksaan,penyidikanuntuktahun
pajak 2015 kebawah dengan cara membayar uang tebusan.
MakanyaadaistilahUngkap,Tebus,Legaitusebenarnyaberasal
daripengertiantaxamnestyitusendiri”.

PeraturanpemerintahNo11Tahun2016tentangPengampunanPajak

inimulaidiefektifkanpadatanggal1Juli2016danberakhir31Maret2017.

PadasaatditerapkannyataxamnestysebagailangkahawalpihakKPP

Pratama Sidoarjo Barat langsung mengadakan sosialisasi guna

mensukseskan program pemerintah tersebut agar masyarakat

mengetahuitentang apa dan bagaimana tax amnesty.Sepertiyang

dijelaskanbahwa:

“KetikaUndang-Undangtersebutditekanpada1Juli2016,saatitu
juga kita melakukan sosialisasi.Sosialisasitersebutdilakukan
secarabertahap,mulaidarikantorpusatyangmelakukansecara
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nasionalbiasanyalewatTV,kalaukanwillewatradio,koranlokal,
kamijugasepertiitu.Selainitukamijugamengundangwajibpajak
lalu kita menghubungiasosiasi-asosiasipengusaha,nah kalau
menghubungi asosiasi pengusaha biasanya mereka yang
mengumpulkan,lalukitadatangmemberikanmateritentangtax
amnestydanmenjadinarasumber”.

Beliaujugamenambahkanmengenaiprosespelaksanaantaxamnesty:

“Prosesnya ada dua pelayanan yang disediakan,yang pertama
pelayanan helpdesk dimana wajib pajak bisa menanyakan
bagaimana cara pengisian,cara perhitungan,syarat daritax
amnesty,disinikamijugamembantumelakukanpengisianapabila
wajibpajaktidakmengertikarenaharusmemakaifilejuga.Jika
disiniwajibpajaksudahbisadanyajinikuttaxamnestymakaakan
kitabantuuntukcaramulaidaricarapembayarannya,kitabuatkan
billingkarenasekarangSSPtidakada,denganbillingituwajibpajak
ke bank untuk membayarsetelah membayardibawa kesini
dimasukkan, lalu kita proses penerimaan berkasnya sama
penelitian,penelitian tersebuthanya sekedarformalitas bukan
matrailartinyatidakmencaribenaratautidaknyanilaisuatuaset
tersebut.Jikasudahlengkapmakabisakitaterimaberkasnya”.

Selainitujugamemberitahukansyaratapasajauntukmengajukantax

amnestyyaitu:

“Bisadilihatdalam brosurdiantaranyamemilikiNPWP,membayar
uang tebusan,telah melaporSPT PPH Tahun Pajak Terakhir,
melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), mencabut
permohonan,suratpernyataanmengalihkandanmenginvestasikan
hartanyakedalam wilayahNKRIselama3tahun.Suatpernyataan
tidakmengalihkanhartakeluarwilayahNKRI,suratpernyataan
mengenaibesaranperedaranusaha”.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Baratdalam

pelaksanaan taxamnestysalah satunya dengan mendahulukan wajib

pajakyangdianggapbelum memenuhikewajibanpajaknya,carayang

dilakukanadalahdenganmengirimiwajibpajaksuratuntukmengetahui

kebenarantersebut.

SelainituantusiasmasyarakatpadaKPPPratamaSidoarjoBaratlebih
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banyak diperiode awaldikarenakan tarif untuk uang tebusan kecil

sehinggamasyarakatlebihtertarikuntukmengikutitaxamnesty.

4.2.2RealisasiPenerimaanPajakProgram TaxAmnesty

Dalam penerapannyarealisasipenerimaanpajakpadaKPPPratama

SidoarjoBaratterkaitdenganprogram taxamnestydiharapkandapat

mencapaitargetpenerimaanpajakpadaKPP PratamaSidoarjoBarat.

Dengandilakukannyaekstensifikasidanpenyuluhanyanggencaruntuk

mempromosikanprogram taxamnestyagarberjalansesuaitargetpun

telahdilakukansecaramasif,sertamenyediakanfasilitasdikhususkan

bagiwajibpajakyangmenggunakanprogram taxamnestyyangdirasa

menguntungkan bagiwajib pajak diharapkan mampu bertimbalbalik

terhadap penerimaan pajak.Adapun penerimaan pajak tax amnesty

sebagaiberikut:

Tabel4.1
DataPenerimaanPajakTaxAmnesty

Bulan

Tahun

GrandTotal

2015 2016 2017

1 Rp
1.634.775

Rp 1.634.775

2 Rp
18.096.875

Rp 18.096.875

3 Rp
805.000

Rp
7.383.257

Rp
755.278.976

Rp 763.467.233

8 Rp
106.067.565

Rp 106.067.565

9 Rp
149.601.554

Rp
8.075.408.063

Rp 8.225.009.617
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10 Rp
416.027.397

Rp 416.027.397

11 Rp
20.785.820

Rp 20.785.820

12 Rp
934.298.428

Rp 934.298.428

Grand
Total

Rp
150.406.554

Rp
9.559.970.530

Rp
775.010.626

Rp10.485.387.710

Sumber:KPPPratamaSidoarjoBarat,datadiolah

Berdasarkandatastatistikrealisasipenerimaanpajakprogram tax

amnestypada KPP Sidoarjo Baratyang berlangsung selama 3 (tiga)

periodeyaitutahun2015hinggatahun2017,ditahun2017terbilangcukup

rendahdikarenakanbulanseptember2016penerimaanpajakmampu

mencapai100%.Apabiladibandingkandengantargetpenerimaanpajak

yang ditetapkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat. Hal ini

mengidentifikasikanbahwadengandiberlakukannyaprogram taxamnesty

punbelum mampu100%untukmencapaitargetpenerimaanpajak,tetapi

dilainsisidengandilaksanakannyaprogram taxamnestyyangbukan

semata-matauntukmeningkatanpenerimaanpajaksaja,karenabanyak

faktorlain yang diharapkan seiring dengan berakhirnya program tax

amnestyyangditerapkanpadaKPPPratamaSidoarjoBarat,diIndonesia

padaumumnya.

Faktorlainyangdiharapkanseiringdenganberakhirnyaprogram tax

amnestyselainuntukmerepatriasidanadariluarnegeridanmenambah

penerimaanpajakadalahsalahsatunyafaktorjangkapanjangprogram tax
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amnesty,adapunfaktorjangkapanjangadalahmeningkatkankepatuhan

pajakdimasayangakandatangdanmendorongrepatriasimodalatau

aset.

4.2.3TaxAmnestyMenurutPerspektifEkonomiIslam

4.2.3.1 Amnestydalam Islam

Sebenarnyateoriamnesty sudahadasejaklamadalam islam,seperti

padasurahAn-Nisaayat48yangberbunyi:

Artinya:“SesungguhnyaAllahtidakakanmengampunidosa
syirikdanDiamengampunisegaladosayangselaindari
(syirik)itu,bagisiapayangdikehendakinya-Nya.Barangsiapa
yang mempersekutukan Allah,maka sungguh ia telah
berbuatdosayangbesar”.

Hasbias-shidqiemenafsirkanbahwaayatinimenerangkan“ancaman

yangberatuntukdosasyirik,sementaradosa-dosayanglainmemiliki

kemungkinanuntukdiampuni(Ash-Shiddieqy,1965:205)”.QuraisySyihab

jugamemberikantafsiranyangsamasertamempersamakanhalinike

dalam Undang-Undangdimanaterdapatbeberapapelanggaranyangtidak

dapatdimaafkan.Salahsatucontohnyaadalah“makar,yaitumerebut

kekuasaanataumengubahdasarnegara.Haltersebutdinilaiberkhianat

kepadanegara,tidakdiampunidanbahkandijatuhihukumanmati.Adapun

pelanggaran yang tidaksampaimakar,maka hukumannya akan lebih

ringanbakandimaafkan”(Shihab,2006:468).
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Dalam literasifikih,“kafaratadalahsalahsatukonseppenebusandosa
yang disebabkan oleh pelanggaran sumpah, pelanggaran nadzar,
pembunuhan,dhihar,ila’,berjima’disiangharibulanRamadhan,ataupun
dendahaji.Selainitufidyahdandam jugadapatdiartikansebagaikonsep
penebusan yang berupa dalam Islam.Dalam sejaerah Islam,konsep
amnestypuntelahdicontohkanRasulullahdimasaperangBadar.Ketika
kaum kafirQuraishkalahdanmenjaditawanankaum muslim,diterapkan
ghanimahatasmereka”(HudadanMuti,2011:22).

“Namun,bagimerekayangtidakmampumembayarnya,diwajibkan

untuk mengajarmasing-masing 10 orang muslim”(Karim,2004:41).

Konsep-konseptersebutlahyangkemudianberkesinambungansatusama

lainsehinggamelahirkanteoriamnestydalam Islam.

Kajian yang mendekati konsep amnesty dalam ruang lingkup

pengampunan pajak adalah amnesty telah dilakukan pada sumber

pendapatannegaraIslam dimasalampau,sepertizakat,jizyah,kharaj,

usyr, ghanimah dan dharibah. Namun terdapat perbedaan cara

menerapkannya terhadapamnestyyangdimaksud.Jikaamnestyyang

terdapatpadakafarat,fidaydandam terdapatpengampunanpajakyang

diberikanatassuatukesalahanyangtelahdilakukandandengancara

melakukanperbuatanlainsebagaipenggantinya,sehinggaamnestypada

konsepsumberpendapatannegaraIslam lebihkepadasubjekmaupun

objekyangtidakdikenaibebanpungutan.Dalam artilain,baiksubjek

ataupun objek tersebutterbebas daribeban dan diampunijika tidak

melaksanakannya,tetapitetapmemilikibebanlainyangharusdilakukan.

Jadididalam sumberpendapatannegaraIslam tidaksemuasubjekdan

objek dapatdijadikan mukallaf (orang yang terbebani) atas beban

pungutan.
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Jikadilihatdarisegiobjeknya,pemisahantaraobjekpungutansumber

pendapatannegaraIslam satusamalaindipengaruhiolehmukallafdan

fungsidaripungutanitusendiri.Contohnyaadalahzakat,yangsecara

tegasdiperintahkandidalam Al-Qur’an,dibebankanhanyakepadaorang

Islam sajadandidistribusikankepadadelapangolonganyangtelahdi

tentukanpuladidalam Al-Qur’anyaitufakir,miskin,riqab,gharim,mualaf,

fisabilillah,ibnusabildanamil.Makabisadiartikanbahwamembayar

zakatberfungsisebagaipengguguratas kewajiban yang dibebankan

kepadaseorangmuslim sebagaimanayangdiperintahkandalam Al-Qur’an.

Berbedahalnyadenganjizyahyangdibebankankepadakaum kafirdzimmi,

pungutannyaberfungsisebagaijamninan keamanan,keselamatan dan

kebebasanberibadahketikamerekatinggaldinegaraIslam.Darikedua

halyangtidakterbebanipungutanini,makadapatdisamakandengan

amnesty.

4.2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kebijakan Tax

Amnesty

a.Hukum DasarBermuamalahAdalahMubah(Boleh)

“Hukum dasarbermuamalatyang termasukdalam ekonomi

islam adalahmubah(alAshlfiAl-mu’amalatal-Ibahah),kecualijika

adanashyangshahih,tsabitdantegasdalalahnya(tepatgunanya

sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya (Al-

Qardhawi,2010:10)”.
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Muamalatadalahurusansesamamanusiayangapabilaada

sekelompokmanusia disuatu tempat,haruslah mereka saling

bertransaksisepertijualbeli,sewa-menyewa,pinjam-meminjam,

utang-piutang baik konsisten maupun tidak,baik berkomitmen

maupuntidak,baiksecarasederhanamaupunsecaraberlebihan.

BisadilihatketikaIslam datangkepadamasyarakatArabyang

menjalanikehidupanjahiliyahyangmengandungbeberapamacam

muamalat, jual beli, pernikahan, akad. Kemudian Islam

menghapuskansebagianlainnyadanmelestarikansebagianyang

lain sesuaidengan filsafatdan metodenya dalam mengelola

kehidupan.

Islam sangat mengharamkan riba serta segala halyang

mengandungkezalimandanpenipuan.Islam punmengharamkan

kecurangandenganmenetapkanaturanmuamalatyangterangdan

mudah dipahami,sehingga terdapatperbedaan yang penting

antaraibadahdanmuamalat.Terdapatdalilyangmengharamkan

haruslahberupanashAl-Qur’anatausunnahyangmengandung

kesamaran(syubhat).Dalam surahYunusayat59Allahberfirman:

Artinya:“Katakanlah:“terangkanlahkepadakutentangrezeki
yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan
sebagiannyaharam dan(sebagiannya)halal”.Katakanlah:
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“apakahAllahtelahmemberikanizinkepadamu(tentangini)
ataukamumengada-ngadakansajaterhadapAllah?”(Q.S
Yunus:59).

Dandalam firmanAllahdalam surahAn-Nahlayatt116yaitu:

Artinya:“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa
yangdisebut-sebutolehlidahsecaradusta“inihalaldanini
haram”,untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap
Allah.Sesungguhnyaorang-orangyangmengada-ngadakan
kebohonganterhadapAllahtidaklahiaberuntung”.(Q.SAn-
Nahl:116)

Karenahaltersebut,Allahmengecam kaum musyrikinyang

membuataturandalam agamapadahaltidakdiizinkanAllahdan

mengharamkanhalyangtidakAllahharamkan.

Denganadanyaprinsipekonomihukum dasarbermuamalah

(khususnya ekonomi Islam) adalah boleh. Jika dikaji lebih

mendalam lagibahwakebijakantaxamnesty(pengampunanpajak)

merupakantidakadanashyangshabih,tsabitdantegasdalam

melarang serta mengharamkannya.Kebijkan tax amnestyjuga

merupakankebijakanpajakyangdiwajibkanolehpemerintah(ulil

amri)kepadarakyatnyabaikdiagamaIslam maupunnonmuslim.

Sehinggamenurutprinsipekonomikebijkaninidibolehkandengan
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alasantersebut.

b.Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberatdan

Mempersulit

Didalam syariatIslam memastikanagarparamukallaf(pemikul

kewajiban agama) diperingan dan dipermudah. Maka di

syariatkanlah aneka dispensasi(Ar-Rukhshah)dan peringanan

dalam banyaksituasidankondisimisalnyasakit,perjalananjauh,

rasatakuthujanderas,kelemahan,kondisidipaksa,kekeliruan,

lupadansebagainya.Adapunnash-nashAl-Qur’an,cukuplahbagi

kita firman Allah Swtsetelah Allah memberikan pemanfaatan

dalam qishash(hukum balassetimpal),dalam surahAl-Baqarah

ayat178yangartinya:“Yangdemikianituadalahsuatukeringanan

dariTuhankamudansuaturahmat”.Dandalam surahAl-Hajjayat

78yangartinya:“DiatelahmemilihkamudanDiasekali-kalitidak

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

Sementarasunnahyangberupaucapanterdapatdalam banyak

hadist, seperti sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

“permudahkanlahdanjangandipersulit,berilahkabargembiradan

janganmenakut-nakuti”.

Dalam kebijakanTaxAmnestymengandungprinsipekonomi

yangmenyatakanbahwamemperingandanmempermudahbukan

memperberat dan mempersulit.Prinsip iniditetapkan oleh
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pemerintahagarmemperinganataumempermudahwajibpajak

untukmenyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar

terhindar darisanksi. Karena pada dasarnya sanksidalam

perpajakancenderungmempersulitdanmemperberatwajibpajak

untukmenyelesaikanpermasalahanpajakyangdialamiwajibpajak

tersebut.Denganmempermudahdanmemperinganurusanpajak,

maka wajib pajak akan mengikutidengan sukarela ketetapan

pemerintahdalam haltaxamnesty.Sehinggadiharapkankebijakan

taxamnestyakanberhasildanmenjadisumberpendapatnegara

yangakanmeningkatkanpembangunan.

c.PrinsipKemaslahatanUmat

Padasaatinipajakmerupakankewajibanwarganegaradalam

sebuahnegara,karenadanapemerintahtidakmencukupiuntuk

membiayaiberbagaipengeluaran.Jika pengeluaran itu tidak

dibiayai,maka akan timbulkemudharatan.Sedangkan untuk

mencegah adanya kemudharatan merupakan kewajiban.

Sebagaimanakaidahushulfiqhmengatakan“segalasesuatuyang

tidakbisaditinggalkandemiterlaksananyakewajibanselainharus

dengannya,makasesuatuitupunwajibhukumnya”.Karenahalitu,

pajaktidakboleh dipungutdengan cara paksa dan kekuasaan

semata,tetapikarena adanya kewajiban kaum muslimin yang

ditanggungjawabkan kepada negara,sepertimemberikan rasa

aman,pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti
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nafkahuntukparatentara,gajiparapegawai,guru,hakim,dan

lainnyaatausepertikejadian-kejadianyangsecaratiba-tibaseperti

banjir,gempabumi,danlainnya.

Bagimerekayang menerimanafkahdarinegara,wajibuntuk

diberibaik diBaitulMalada harta ataupun tidak ada.Jika

dikhawatirkantimbulbahayasejakmenunggudiwajibkannyapajak,

makanegaradiperbolehkanmengambilhutanguntukdiinfaqkan

kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya.Negara

berkewajibanuntukmemenuhikebutuhanprimerbagirakyatnya

secarakeseluruhansecaralangsung.Sebagaimanapadahadist

RasulullahSaw:“Seorangimam (khalifah)adalahpemeliharadan

mengatururusan (rakyat)dan dia akan dimintaipertanggung

jawabannyaterhadaprakyatnya”(HR.Muslim).

Oleh karena itu,pajak merupakan kewajiban warga negara

dalam sebuahnegaraIslam,tetapinegaraberkewajibanpulauntuk

memenuhidua kondisiyaitu penerimaan hasilpajak harus

dipandang sebagaiamanah dan dibelanjakan secara jujurdan

efisiensiuntukmerealisasikantujuan-tujuanpajakdanpemerintah

harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara

merekayangwajibmembayarnya.SejalandenganfirmanAllah

dalam surahAl-Maidah5ayat2:
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Artinya:“Dantolong-menolonglahkaum dalam (mengerjakan
)kebajikandantakwa,danjangantolong-menolongdalam

berbuatdosapelanggarandanbertakwalahkamukepada
Allah,sesungguhnyaAllahamatberatsiksa-Nya”.

Sebagaiimbalandarihalperlindunganwarganegaradansegala

fasilitasnya yangtelahdisediakanpemerintahkepadarakyatnya,

maka sebagaiwarga negara juga mempunyaikewajiban yang

seimbangyaitudenganmematuhidanmembantupembangunan

dalam pembiayaanpembangunantersebut.

“Kenapapajakdibolehkanadalahbahwabanyaknegara-negara
muslim mengalamidefisitanggaran.Anehnya,negara-negara
muslim bukannyamelakukanreformasidalam sistem perpajakan
danprogram pengeluaranmereka,justrumerekamencarijalan
pintas dengan mengandalkan dengan ekspansimoneterdan
pinjaman.Carainimengakibatkankelonggaranfinancialyangtidak
dapatdikendalikan sehingga tidak dapatdipertahankan dalam
jangkapanjang.Akibatnya,inflasirelativetinggisementarautang
domestikdanluarnegerisertabebancicilanmeningkatsangat
cepat. Proses inicenderung mengekalkan dirinya,sehingga
menimbulkan tingkatinflasilebih tinggi,depresiasinilaitukar,
defisitneraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan
bahkanbebancicilanutangyanglebihberat.Halinilebihjauhakan
menekansumber-sumberdayabagipembangunan,memperlambat
pertumbuhan,memperparahpenganggurandanketegangansosial”
(Ibid).

MenurutIbid,sistem perpajakanyangadilapabilamemenuhi

tigakriteriaberikut:

a.Pajakdikenakanuntukmembiayaipengeluaranyangbenar-
benardiperlukan untukmerealisasikan maqasyid syariah
(tujuansyariah).
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b.Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada
kemampuanrakyatuntukmenanggungdandidistribusikan
secara merata terhadap semua orang yang mampu
membayar.

c.Danapajakyangterkumpuldibelanjakansecarajujurbagi
tujuanyangkarenanyapajakdiwajibkan.

Daripendapatdiatas,bisadijelaskanbahwaparaulamadan

ekonomiIslam membolehkanpajakkarenaadanyakondisitertentu

dan juga syarattertentu,sepertiharus adilmerata dan tidak

membebanirakyatdanlainsebagainya.

“Jikamelanggartigakriteriasistem perpajakandiatas,maka

pajakseharusnyadihapuskandanpemerintahmencukupkandiri

dengansumber-sumberpendapatannyayangjelasadanashnya

sertakembalikepadasistem anggaraberimbang(balancebudget)”

(Gusfahmi,h.191).

“Pada dasarnya pembiayaan anggaran negara adalah dari
incomekepemilikanumum danincomefinanciallainyanglegal.
Jika income ini tidak mencukupi maka pengusaha boleh
memberdayakan pajak-pajak dengan bentuk yang adilsebagai
imbanganbiayanegarayangtidakbolehdisalurkandarizakatatau
untukmenutupdefisitincomezakatdarikebutuhanorang-orang
yangberhakataszakat.Karenadasarkebolehanmemperdayakan
pajakadalahkaidahkemaslahatan,makaharusmemperhatikan
maslahahyangdianggapketikamenetapkanpajak,berdasarkan
sistem keuanganIslam danmengambilkaidah-kaidahsyara’yang
umum danmaqashidsyariah”(Hayyie,2011:513).

“Demi memberdayakan pajak, disyaratkan hendaknya
kebutuhan akan kewajiban pajak itu memang nyata.Harus
menjaga keadilan dengan standart yang legal dalam
pendistribusianbeban-bebanpajakdanpengunaanhasil-hasilnya.
Danhendaklahkewajibanpajak,penyalurannyatundukpadapihak
pemantauanyangterpercayadanspesialisdalam halitu”(Ibid).

BisadicontohkandariNabiMuhammadSawyangmemberikan
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beberapa persyaratan pada praktik jualbelisehingga jualbeli

tersebutjauhdariunsurjahalah(ketidakjelasantransaksi,kontrak,

komoditas,hargadanlainnya),gharar,ghaban,mukhatharah(yang

membahayakan)dan yang lainnya.Larangan jualbelidengan

beberapaunsurtersebutsangatlahjelasdansemualarangannya

adasebabnyayaituuntukmenjauhikerusakandanbertujuanuntuk

kemaslahatan,akan tetapiada beberapa kasus jualbeliyang

menyusahkanpembelidanpenjualyaituketikahilangnyasalah

satusyaratdiatas.Sehinggaadaduapilihanyaitu:

a.Menjagasemuasyaratjualbeliapaadanya,akantetapi

membawakesusahan

b.Menjaga kemaslahatan dengan mempermudah syarat-

syaratjualbeliyangada.

danlainnyaKebijakantaxamnestyyangmerupakanbagiandari

perpajakan di Indonesia ini juga bisa mengandung prinsip

kemaslahatan umat,karena umatIslam sebagaibagian dari

bangsa dan rakyatIndonesia yang secara langsung dan tidak

langsung menerima manfaat dari perpajakan seperti

pembangunanjalan,jembatan,fasilitaspublik.

4.2.4PengelolaanDanaTaxAmnestyMenurutEkonomiIslam

MelihatbesarnyadanaWNIdiluarnegeri,diharapkankebijakantax

amnestymampumenarikkembalidanatersebutketanahair,sehingga
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WNIyangmemilikidana-danadiluarnegeritidakperlumembayardenda

pajakatasdananyatersebut.Namunkebijakantaxamnesty tidakdapat

menarikseluruhdanatersebutkembalikeIndonesia,halinidikarenakan

dipengaruhiolehbanyakfaktorsepertifaktorkemudahanbisnis,kepastian

hukum,stabilitas politik,produktivitas tenaga kerja dan kesiapan

infrastrukturdiIndonesia.Selainitu,karenasebagiandaridana-danaWNI

tersebutmungkinsudahdigunakanuntukmembeliaset-asettidakdiluar

negerisepertipropertidantanah.

“JikamasukkeIndonesiadana-danatersebutdapatditempatkandi
berbagaimacam-macam instrumen.Salahsatunyainstrumen-instrumen
dipasarmodalsepertisaham,obligasidanderivatif(turunandarisaham
danobligasisepertiopsi,warrat,danareksa).Namun,dalam kondisisaat
iniindustruyangpertamakalimungkinmenyerapdanatersebutadalah
bankmelaluidepositonya.Namun,jumlahnyarelatifkecilkarenabunga
deposito diIndonesiacukup rendah.Selain itu,pilihan lainnyaadalah
produk danareksa dan suratutang negara (SUN).Kedua instrumen
tersebutmenjadipilihanuntukdanarepatriasikarenainstrumen-intrumen
tersebutmemilikitingkatkeamananyangtinggidibandingkaninstrumen-
instrumenlainnya”(Rasbin,2016:14).

Masuknya dana darikebijakan tax amnesty yang diberlakukan

pemerintahsangatberpeluangbesarjikadikelolasecarasyariah,sebab

konsepsyariahitumemilikinilaitersendiridibandingkonseplainnya.Nilai

yangakanmunculketikapengelolaandanayangdilakukansecarasyariah

yaituadanyanilaikeadilandankesejahteraanumatdanitutidakdimiliki

olehpengelolaansecarakonvensional.Peluangpengelolaandanaamnesti

pajaksecarasyariahmembutuhkandorongandaripemerintahdanperlu

diberiruangtersendiriagarmampubersaingdenganpengelolaansecara

konvensional.
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“Pengelolaan dana amnestipajak secara syariah harus memiliki
keberpihakan,contohnyapemerintahmenunjuksalahsatubankuntuk
mengelola secara syariah,sehingga bank itu memilikikeleluasaan
ekonomisyariah itu berawaldariperubahan cara pandang,karena
pengelolaankonvensionalyangberlakuterbuktibanyakmerugikan,sebab
tidakadanyaaturanmainuntukmensejahterakanumatsecarabersama
dankejujuran,kebijakanamnestipajakyangdiberlakukanpemerintahaka
membukapotensiekonomibarudanmenumbuhkanperekonomiannegara”
(Harahap,2017).

4.2.5TaxAmnestyberdasarkanUUNo11Tahun2016menurutSyariah

Pasal4UUNo11Tahun2016berbunyi:

1.TarifUang Tebusan atasHarta yang berada didalam Wilayah
NegaraKesatuanRepublikIndonesiaatauhartayangberadadiluar
Wilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesiayang dailihkan ke
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
diinvestasikan diWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangkawaktupalingsingkat3tahunterhitungsejakdialihkan
sebesar:

a.2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanpadabulanpertamasampaidenganakhirbulan
ketigaterhitungsejakUndang-Undanginimulaiberlaku.

b.3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempatterhitung sejakUndang-
Undang inimulaiberlaku sampaidengan tanggal31
Desember2016.

c.5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai
dengantanggal31Maret2017.

2.TarifUangTebusanatasHartayangberadadiluarWilayahNegara
KesatuanRepublikIndonesiayangtidakdailihkankedalam Wilayah
NegaraKesatuanRepublikIndonesiaadalahsebesar:

a.4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanpadabulanpertamasampaidenganakhirbulan
ketigaterhitungsejakUndang-Undanginimulaiberlaku.

b.6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempatterhitung sejakUndang-
Undang inimulaiberlaku sampaidengan tanggal31
Desember2016.
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c.5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataanterhitungsejaktanggal1Januari2017sampai
dengantanggal31Maret2017.

3.TarifUangTebusanbagiWajibPajakyangperedarannyausahanya
sampaidenganRp4.800.000.000(empatmiliardelapanratusjuta
rupiah)padatahunpajakterakhirsebesar:

a.0,5% (nolkoma lima persen) bagiwajib pajak yang
mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp
10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat
pernyataan.

b.2%(duapersen)bagiwajibpajakyangmengungkapkannilai
hartalebihdariRp10.000.000.000(sepuluhmiliarrupiah)
dalam suratpernyataanuntukperiodepenyampaianSurat
PernyataanpadabulanpertamasejakUndang-Undangini
mulaiberlakusampaidengantanggal31Maret2017.

Padapasal4setiapperiodepembayarantaxamnestyberbeda-beda

tarifnya.Semakinawalwajibpajakmenyampaikansuratpernyataanmaka

semakinrendahpulatarifuangtebusanyangdibayarkan.

Dalam perspektifekonomiIslam dendasemacam initermasukta’zir

yangartinyamencegahdanmenolak,karenaiadapatmencegahpelaku

agartidakmengulangiperbuatannya.Uangtebusantermasukkedalam

ta’ziryangberkaitandenganharta.MenurutImam Malik,Imam Al-Syafi’i,

Imam Ahmad bin Hanbaldan Imam Abu Yusufmemperbolehkannya

apabilamembawamaslahat.

Dalam halbesarnya tarif,syariatIslam tidak menetapkan batas

minimalataumaksimaldarihukumandenda.IbnuAl-Qayyim menjelaskan

bahwa ada dua macam denda yaitu denda yang dipastikan

kesempurnaannyadandendayangtidakdipastikankesempurnaannya.

Olehkarenaitutarifuangtebusantaxamnestymasukkedalam denda
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yangtidakdipastikanatautidakditentukansyariatdanketetapannya.

Adanyaperbedaantarifpadapembayaraninijugasesuaidenganprinsip

keadilandalam tujuanIslam.

Pasal5UUNo11Tahun2016berbunyi:

1.Besarnyauang tebusandihitung dengancaramengalihkantarif
sebagaimanadimaksuddalam pasal4dengandasarpengenaan
Uangtebusan.

2.DasarpengenaanUangTebusansebagaimanadimaksudpadaayat
1 dihitung berdasarkan nilaiHarta bersih yang belum atau
seluruhnyadilaporkandalam SPTPPhterakhir.

3.NilaiHartabersihsebagaimanadimaksudpadaayat2merupakan
selisihantaranilaiHartadikuranginilaiUtang.

Keterangan:

NilaiHarta Bersih adalah harta tambahan yang belum pernah
dilaporkandalam SPTPPhTerakhirdikurangidenganutangyang
terkaitdenganperolehanhartatambahantersebut.

Hartaadalahakumulasitambahankemampuanekonomisberupa
seluruh kekayaan,baik berwujud maupun tidak berwujud,baik
bergerakmaupuntidakbergerak,baikyangdigunakanuntukusaha,
yangberadadidalam dan/ataudiluarwilayahNKRI.

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayaryang
berkaitanlangsungdenganperolehanharta.

Keterangan:

Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas
negarauntukmendapatkanpengampunanpajak(taxamnesty)

DasarPengenaanadalahnilaihartabersihyangbelum ataubelum
seluruhnyadilaporkandalam SPTPPhTerakhir.

NilaiHartaBersih=HartaTambahan(HT)–UtangTerakhir
HT

UangTebusan=TarifxDasarPengenaan



95

Contohperhitunganuangtebusanyangdibayarkanwajibpajakpeserta

taxamnesty:

PT.PanganmerupakanPerseroanTerbatasyangbergerakdibidang

pendistribusianbahanpangandan wajibpajakyangberadadiNegara

KesatuanRepublikIndonesiayangmengikutiprogram taxamnestypada

periodepertamayaitupadabulanOktober2016.

Dalam SuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilanTahunPajak

2015(SPTPPhTerakhir)wajibpajakPT.Panganmelaporkanperedaran

usahanyasebesarRp600.000.000.Sedangkanhartayangakandiungkap

dalam program pengampunanpajakinisebesarRp2.287.957.372dan

atas harta tersebutterlekatutang kepada pihak Bank sebesarRp

669.000.000.Berikutrincian penghitungan uang tebusan yang harus

dibayarkanolehPT.Pangan:

1.Hartayangdiakuipadaprogram taxamnesty

Tabel4.2
DaftarhartaPT.Panganyangdiakuidalam PengampunanPajak
NamaHarta TahunPenerbitan NilaiNominalNilai

Wajar(Rupiah)
LokasiHarta

Tabungan 2015 185.624.790 IDN

Giro 2015 4.353.836 IDN

Tabungan 2015 4.148.741 IDN

Tabungan 2015 5.600.475 IDN

Tabungan 2015 3.450.678 IDN

Giro 2015 5.437.575 IDN

Tabungan 2015 2.664.768 IDN

Tabungan 2015 1.547.800 IDN
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Tabungan 2015 7.654.395 IDN

Tabungan 2015 11.500.000 IDN

Tabungan 2015 2.567.865 IDN

Giro 2015 88.240.993 IDN

Tabungan 2015 23.165.456 IDN

Mobil 2015 165.000.000 IDN

AlatTransportasi
Lainnya

2014 250.000.000 IDN

AlatTransportasi
Lainnya

2014 260.000.000 IDN

Mobil 2013 300.000.000 IDN

Mobil 2015 260.000.000 IDN

Mobil 2015 230.000.000 IDN

PersediaanUsaha 2015 77.000.000 IDN

PersediaanUsaha 2015 400.000.000 IDN

Jumlah 2.287.957.372

Sumber:datadiolahpeneliti

2.Hutangyangdiakuidalam taxamnesty

Hutanghanyadapatdiakuiolehwajibpajakbadansebesar75%dari

nilainominalhartayangdilaporkandalam taxamnesty.

Tabel4.3
DaftarhutangPT.Panganyangdiakuidalam PengampunanPajak

NamaHutangTambahan Tahun NilaiPinjaman Lokasi

Hutangbank/lembaga
keuanganbukanbank(KPR,
Leasing,KendaraanBermotor
dansejenisnya) 2011

Rp
357.750.000

IDN

Hutangbank/lembaga
keuanganbukanbank(KPR,
Leasing,KendaraanBermotor Rp

187.500.000
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dansejenisnya) 2014 IDN

Hutangbank/lembaga
keuanganbukanbank(KPR,
Leasing,KendaraanBermotor
dansejenisnya) 2015

Rp
123.750.000

IDN

Jumlah Rp
669/000.000

Sumber:datadiolahpeneliti

Perhitunganhartabersihyangbelum dilaporkan:

Hartabersih =HartaTambahan–Utang

=Rp2.287.957.372–Rp669/000.000

=Rp1.618.957.372

Makahartabersihyangharusdilaporkanuntuktaxamnestysebesar

Rp1.618.957.372

PT.Pangansebagaiwajibpajakbadanyangperedaranusahanya

kurangdariRp4.800.000.000padaTahunPajakTerakhirdanNilaiHarta

yangdiungkapkankurangdariRp10.000.000.000,makasesuaidengan

peraturanUndang-UndangtaxamnestyNomor11Tahun2016dikenakan

tarifsebesar0,5%.

UangTebusan =TarifxDasarPengenaan(hartabersih)

=0,5%xRp1.618.957.372

=Rp8.094.787

MakauangtebusanyangharusdibayarolehPT.Pangansebagaiwajib
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pajakbadanyangperedaranusahanyakurangdariRp4.800.000.000pada

TahunPajakTerakhirdanNilaiHartayangdiungkapkankurangdariRp

10.000.000.000sebesarRp8.094.787.

Dengan diberlakukannya tax amnesty pemerintah hanya akan

memperolehRp8.094.787yangdiperolehdaritambahandendaatasharta

yangbelum diungkap,namunapabilapemerintahtidakmemberlakukan

program taxamnesty wajibpajakakanengganuntukmengungkapkan

hartanya.

Dalam Islam halsepertiinisesuaidengankaidah:

Artinya:“Apa yang tidak bisa dibersih seluruhnya,
janganditinggalkanseluruhnya”.

Kaidahinimenyatakanbahwaapabilasuatukeputusanyangbaikdalm

halinimembayarpajak sudah diambiltetapidalam pelaksanaannya

banyakhambatanyaitubanyaknyawajibpajakyangtidakpatuhdalam

melakukan kewajibannya membayarpajak,maka tidak berartiharus

ditinggalkansemuanya.Akantetapiapayangdilaksanakanataudiperoleh

itulahyangdikerjakansesuaidengankesempatandankemampuanyang

ada,dengantaxamnestylahkesempataninidapatdiraih.

Padapasal11UU No 11Tahun2016diterapkanpelaksanaantax

amnesty,haliniakanmembawabanyakmanfaatataukemaslahatantidak

hanyabagipemerintah tetapiuntukmasyarakatkarenauang tebusan
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itulahpertumbuhanekonomidiIndonesiaakansemakinmajudanterus

berjalangunapembiayaanpembangunan.Halinijugasejalandenganyang

dikatakanolehUmarbinKhatabyangdiriwayatkanolehSa’idbinMansur:

Artinya:“sungguhakumenempatkandiridalam mengurus
hartaAllahsepertikedudukanseorangwalianakyatim,jika
akumembutuhkanakuakanmengambildaripadanya,jika
akudalam kemudahanakumengembalikannya,danjikaaku
berkecukupanakumenjauhinya”.

Kaidah inimenegaskan bahwa seorang pemimpin dalam halini

pemerintah harus berorientasikepada kemaslahatan rakyat bukan

mengikutikeinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau

kelompoknya.Kaidah inijuga dikuatkan suratan-Nisa ayat58 yang

berbunyi:

Artinya:“sesungguhnyaAllahmenuruhkamumenyampaikan
amanatkepadayang berhakmenerimanyadan(menuruh
kamu)apabilamenetapkanhukum diantaramanusiasupaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah maha mendengarlagimaha
melihat”.

Setiapkebijakanyangmaslahatdanmanfaatbagirakyatmakaitulah

yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan
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dinilai/dievaluasikemajuannya,sebaliknyakebijakanyangmendatangkan

mafsadahdanmemudaratkanrakyatitulahyangharusdisingkrikandan

dijauhi.

4.2.6KebijakanTaxAmnestyMenurutParaUlamadanTokohIslam

4.2.6.1 Pendapat Yang Setuju/Memperbolehkan Penerapan

KebijakanTaxAmnesty

MenurutLembagaBahtsulMasailPengurusBesarNahdlatulUlama
(LBM PBNU)membahasrencanapemerintahuntukmengesahkanundang-
undangpemutihanpajakterhaappengusahapengemplangpajakyang
uangnyadiparkirdiluarnegeri.Setelahmelakukantashawwurulmasalah
(pendalamanmateri)tentangtaxamnesty,forum bahtsulmasailPBNU
merekomendasikan lima poin penting untuk pemerintah dan anggota
DPRD yang tengah menggodok UU tersebut.Lima poin rekomendasi
forum bahtsulmasailPBNUmencakupsebagaiberikut:

1.Setiapwarganegarayangsudahmemenuhisyaratmenjadiwajib
pajak,wajibmembayarpajakdannegarawajibmengeloladana
pajaksebaik-baiknyauntukkemaslahatanrakyat.

2.BerdasarkanhasilMunasAlim UlamaNU diCirebonTahun202
ditegaskan bahwa penegakan hukum/law enforcement/iqamatul
hukmiwalqanunwajibdilakukantanpatebangpilih,baikterhadap
aparatperpajakanmaupunterhadapwajibpajakyangmelakukan
kejahatanperpajakan.

3.Rancanganundang-undangtaxamnestywajibmempertimbangkan
aspek maslahatyang muhaqqaqah (sudah pastidan konkret)
sebagaimanakeputusanMuktamarXXXIINUdiMakassarTahun
2010.

4.Meminta WNI untuk menyimpan uangnya diIndonesia dan
mendorongpemerintahuntukmemperbaikisistem perpajakandan
iklim investasi.

5.Mendorongpemerintahuntukmelengkapiinstrumenpajakdengan
polisi pajak/IRS (Internal Revenue Services) yang bertugas
memastikanuangnegaradansetiaptransaksitelahdibayardengan
benar dan federasipembayar pajak (Tax Payer Federation)
bertugasmemastikanbahwaWPtidakdirugikanolehpemerintah
danuangdariWPtidakdisalahgunakanolehpemerintah.
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MenurutAnwarUsman,Anggota MPU Kota Langsa,berpendapat
“Bahwadalam kebijakantaxamnestyataupengampunanpajak,adayang
sesuaidenganprinsipekonomiIslam yaitupermudahjanganmempersulit
karenaIslam padadasarnyaadalahagamayangmemudahkanumatnya,
contohnyadalam halsholatbahwaketentuansholatituwajibhukumnya,
namun dalam praktek ibadahnya Islam mempermudah yaitu bila ada
orangIslam yangsholatdengansakitdantidaksanggupberdirimaka
dilakukandenganduduk,bilatidaksanggupdudukmakadilakukandengan
berbaring,bilatidaksanggupberbaringmakadilakukandenganisyarat,
demikian kemudahan yang ditawarkan agama Islam.Maka sudah
semestinya,pemerintahmempermudahrakyatnyakhususnyaumatIslam
untukmembayarpajak.Bilaselamainiadayangmenunggakpajak,maka
sesuai dengan prinsip Islam, pemerintah harus memaafkan dan
mengampuninyasehinggabanyakrakyatyangakanterbebasdarisanksi
baikpidanamaupundenda.Karenaberkaitandengansanksidendaberupa
bungadaripajaktersebut,makadalam agamaIslam tidakbolehada
bunga(tambahan)daripembayaranapapunyangdalam Islam disebut
denganriba.Makaharam hukumnyabilapemerintahmengambilbunga
daripungutanpajaktersebut”.

MenurutUstadDjalaldanUstadKarim sebagaiahliSyari’ah(agama)
menjelaskanbahwa“Dalam istilahfiqihpajakdisebutdengantaudhif,jika
dalam bahasaarabdisebutdenganDharibah.Dalam islam pajakbukan
merupakanpendapatanprimer,akantetapisebagaipendapatansekunder
yangdiambilolehpemerintahdariorangyangkayasaja,ketikaBaitulMal
(kasnegara)kosongyangartinyaketikapendapatanprimertidakada
makabolehberalihkependapatansekunder.Jikapajakdalam bahasa
agama disebutJizzyah dimana pemungutan yang diambildariwarga
negaranonmuslim olehpemerintahanmuslim sebagaijaminankeamanan,
jizzyahtidakdiberlakukankepadasemuawarganegara,pajakhayna
diberlakukan untuk orang-orang non muslim yang tinggaldidaerah
muslim,dimanapemungutannyatergantungpadaImam/Khalifah.Pajakdi
Indonesia dalam pandangan agama merupakan bentuk iuran warga
negarauntukprosespembangunan,jikaadakegiatanumum makaakan
diambilkandanadariiurantersebut”.

4.2.6.2 PendapatYangTidakSetuju/MenolakPenerapanKebijakan

TaxAmnesty

MenurutAbdulGani,AnggotaDewanKehormatanMPUKotaLangsa,
berpendapat “Bahwa tax amnesty sebagai bagian dari kebijakan
pemerintahdibidangpajakyangharuskitapatuhidanlaksanakansebagai
warganegarayangbaik.Walaupundalam sejarahIslam mulaidaripada
masa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan TurkiUstmanipajak itu
diberlakukanhanyauntukorangnonMuslim saja.NonMuslim dipungut
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pajakataudidalam Islam diseutdenganjiyahsebagaikewajibankeuangan
atasnonMuslim dinegaraIslam sebagaipenggantibiayaperlindungan
hidupsehinggadapatberibadahsesuaidenganagamamerekamasing-
masing,bukandipungutkepadaumatMuslim.Selainitu,walaupundalam
sejarahIslam pajaktidakpernahdipungutnegaraolehorangIslam tetapi
melihatkondisiperekonomian negara yang sebagian besarbertumpu
padasektorperpajakansehinggadanapembangunanbersumberpada
pemasukannegaradaripajakolehkarenaitunegarakitabukannegara
Islam,tetapimayoritaspendudukIndonesiaberagamaIslam.Dalam halini,
makaulamamempertimbangkandariprinsipkemaslahatanumatIslam.
Karena secara tidak langsung pembangunan negara tersebut juga
dirasakanolehumatIslam dalam bentukpembangunansaranaibadah,
pesantren,saranadanprasaranakesehatan,ekonomi,pendidikandanlain
sebagainya.

MenurutSyafi’i,Anggota Dewan Kehormatan MPU Kota Langsa,
berpendapat“Bahwatidakbolehhukumnyamemungutpajakdariorang
Islam denganalasanapapun.Menurutbeliaudalam ekonomiIslam tidak
adapemasukannegaradaripajakyangdipungutdariimatIslam,halini
terjadikarenanegaraIndonesiatidakmenerapkanhukum Islam,tetapi
menerapkanhukum positifyangmanadalam halinimenerapkanhukum
Islam menerapkanUndang-UndangoeroajakanNo28Tahun2007tentang
KetentuanUmum danTataCaraPerpajakan,jadiumatIslam dalam halini
terpaksauntukmentaatidanmelaksanakanaturanpemerintahyangada.
dalam halinibeliaumengatakanyangmanatermasukdalam kaidahUshul

Fiqhyaitu “ri’aayatuadhatuuraatiwaal-hajat”
yangartinya:memerhatikanketerpaksaandankebutuhan”.

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar

Simanjuntaktelahmengajukangugatanterhadapprogram taxamnesty,

halinidilakukankarenakeresahanusahakecilmenengahdanmasyarakat

terkaittax amnesty.Sekaligus membubarkan UU tax amnesty yang

dianggap sejak awalmempunyaiitikad buruk.Beliau menganggap

program inigunanya untuk mengampunidosa koruptordan menurut

beliautargetpemrintahbukanhanyapengusahakelastinggitetapipara

pengusahakelaskecildanmenengahpunterkenadampakprogram ini.
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BABV

KESIMPULANDANSARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkanhasilanalisayangtelahdilakukanpeneliti,makadapat

disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tax amnesty pada Kantor

PelayananPajakPratamaSidoarjoBaratbelum menunjukkankesamaan

jumlahpendapatanpajakantarayangditargetkandenganyangterealisasi.

Halinitergambardarijumlahyangditunjukkanpadalaporanpenerimaan

pajakperiodeyangberlangsungmulaitahun2015hinggatahun2017.

Keadaan tersebutbila dikajidalam 2 (dua)perspektifyaitu menurut

perspektifkonvensional,dengan adanya selisih kurang pada jumlah

penerimaanpajakmakadiperlukandanatambahansebagaikontribusi

pendapatan negara.Halinisesuaidengan kondisiyang diterapkan

menurutperspektifislam,dimana dana tambahan pada pendapatan

negaradiperlukanjikadanadaribaitulmaalitukurang.Sehinggadengan

kondisi seperti ini tax amnesty dari pandangan hukum dasar

bermuamalahadalahmubah(boleh)jikaditerapkan.

5.2Saran

Saranyangdapatpenelitiberikanterkaitpenulisanskripsiiniadalah

1.Seharusnya pencatatan pada laporan keuangan diperusahaan

denganyangdiKantorPelayananPajakPratamaSidoarjoBarat

harus sesuaidengan cara adanya pemeriksaan berkala dan

disertaibukti-buktiyangadadilapangan.
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2.Meningkatkankualitaspelayananpajakdankepatuhanwajibpajak

dalam membayarpajak.
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